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  BUPATI DAIRI 

PROVINSI SUMATERA UTARA 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI 

NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG 

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI DAIRI,  

 

Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-

undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Daerah; 

  b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah 

Pusat dan Daerah, dimana disebutkan bahwa dasar 

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah 

ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah; 

 

Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan 

Kabupaten Daerah Tk.II Dairi dengan mengubah    

SALINAN 
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Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom di Provinsi Sumatera Utara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 

9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2689); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua atas  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 
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7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang  

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2002 tentang Bangunan Gedung  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang  

Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga 

Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6848); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6881); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI 

dan 

BUPATI DAIRI 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH. 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonomi. 

3. Bupati adalah Bupati Dairi. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat 

daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di 

bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 



 
 

5 

 

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi 

adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan. 

8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang 

dapat dikenakan pajak. 

9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, 

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan/ menikmati pelayanan barang, jasa 

dan/atau perizinan. 

11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 

menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan 

untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk 

pemungut retribusi tertentu. 

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik 

daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan 

dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana 

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, 

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha 

tetap. 

13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas 

bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, 

dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, 

kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 

perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 
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14. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan 

perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten. 

15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau 

dilekatkan secara tetap di atas permukaan Tanah dan di 

bawah permukaan Tanah. 

16. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP 

adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual 

beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak 

terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui 

perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau 

nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 

17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang 

selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas 

perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan. 

18. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah 

perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan 

diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh 

orang pribadi atau badan. 

19. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas 

tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di 

atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 

di bidang pertanahan dan bangunan. 

20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya 

disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh 

konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa 

tertentu. 

21. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa 

tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada 

konsumen akhir. 

22. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau 

minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, 

baik secara langsung maupun tidak langsung atau 

melalui pesanan, oleh Restoran. 

23. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan 

dan/atau minuman dengan dipungut bayaran. 
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24. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang   

dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang 

didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik. 

25. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi   

yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan  

dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas 

lainnya. 

26. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau 

penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan 

dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk 

ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan 

berkaitan dengan pokok usaha maupun yang   

disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan 

tempat penitipan Kendaraan Bermotor. 

27. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan   

atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, 

pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, 

dan/atau keramaian untuk dinikmati. 

28. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan 

Reklame. 

29. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media   

yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk 

tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, 

mempromosikan, atau menarik perhatian umum 

terhadap sesuatu. 

30. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah 

pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air 

tanah. 

31. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan 

tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. 

32. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak 

atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan 

batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau 

permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 

33. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya 

disingkat MBLB adalah mineral bukan  logam dan 
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batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan 

perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. 

34. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan 

pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung 

wallet. 

35. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga 

collocalta, yaitu collncalia fuchliap haga, collocalia 

maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi. 

36. Opsen adalah pungutan tambahan atas pajak dengan 

persentase tertentu yang dikenakan kepada Wajib Pajak. 

37. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya 

disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh 

kabupaten/kota atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

38. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang 

selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang 

dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

39. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan     

kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan 

Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, 

yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk    

menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang 

terutang 

40. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1    

(satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak 

menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan 

tahun kalender. 

41. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar 

pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak 

atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah. 

42. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai  

dari  penghimpunan   data   objek   dan   subjek   pajak,      
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penentuan besarnya pajak yang terutang sampai 

kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak 

pengawasan penyetorannya. 

43. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya 

disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak 

digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau 

pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek 

pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah. 

44. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 

SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak 

yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir 

atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah 

melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

45. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang 

selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah besaran nilai 

yang merupakan batas tertinggi nilai/ harga objek pajak 

yang tidak dikenakan pajak. 

46. Nilai Pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi 

setempat di wilayah Daerah yang bersangkutan. 

47. Transaksi adalah persetujuan jual beli dalam 

perdagangan antara pihak pembeli dan pihak penjual. 

48. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang 

dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data   

dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, 

modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga 

perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang 

ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa 

neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun    

Pajak tersebut. 

49. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah 

adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 

Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti  

yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di 

bidang perpajakan daerah yang terjadi serta  

menemukan tersangkanya. 
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50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun 

dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang 

dilaksanakan secara objektif dan profesional 

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah 

dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka  

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. 

51. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang 

Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung 

seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh 

pengeluaran Daerah. 

52. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan 

oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang 

pribadi atau Badan. 

53. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan 

oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari 

keuntungan karena pada dasarnya dapat pula 

disediakan oleh sektor swasta. 

54. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah 

Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang 

pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk 

pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan 

atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan 

sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau 

fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum 

dan menjaga kelestarian lingkungan. 

55. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang. 

56. Badan Layanan  Umum Daerah yang selanjutnya 

disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit 

pelaksanaan teknis dinas/badan daerah dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 

mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan 

keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan 

pengelolaan daerah pada umumnya. 
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57. Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang 

merupakan sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang 

perlu diolah melalui instalasi pengolahan limbah cair 

karena diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan. 

58. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung selanjutnya 

disebut Retribusi PBG adalah pembayaran atas 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau Badan. 

59. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan 

konstruksi yang menyatu dengan tempat  

kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di   

atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang 

berfungsi sebagai tempat manusia melakukan 

kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, 

kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, 

budaya, maupun kegiatan khusus. 

60. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya 

disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada 

pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, 

mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau 

merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar 

teknis Bangunan Gedung. 

61. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang 

selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan 

kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat 

dimanfaatkan. 

62. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang 

selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti 

hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung. 

63. Prasarana Bangunan Gedung adalah suatu perwujudan 

fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan 

tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya  

berada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air, 

yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau    
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tempat tinggal yang berfungsi sebagai pendukung  

sarana bangunan gedung. 

64. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut 

Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki 

kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat    

atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya 

untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan 

Bangunan Gedung. 

65. Rencana Teknis Pembongkaran yang selanjutnya  

disebut RTB adalah rencana teknis pembongkaran 

bangunan gedung dengan pemanfaatan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang disetujui Pemerintah 

Daerah dan dilaksanakan secara tertib agar terjaga 

keamanan, keselamatan masyarakat dan 

lingkungannya. 

66. Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang 

diberi kuasa untuk mengajukan permohonan   

penerbitan PBG, SLF, RTB , dan/atau SBKBG. 

67. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah  

fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan 

Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya 

fungsi Bangunan Gedung. 

68. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA 

adalah warga negara asing pemegang visa dengan 

maksud bekerja di wilayah Indonesia. 

69. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan 

berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang 

mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau 

imbalan dalam bentuk lain. 

70. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang 

selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana 

penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka 

waktu tertentu. 

71. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing 

yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA 

Perpanjangan adalah persetujuan penggunaan TKA yang 

disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan       
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urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau 

pejabat yang ditunjuk. 

 

 

BAB II 

PAJAK DAERAH 

 

Bagian Kesatu 

Jenis Pajak 

 

Pasal 2 

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri  atas: 

a. PBB-P2; 

b. BPHTB; 

c. PBJT atas: 

1. makanan dan/atau minuman; 

2. tenaga listrik; 

3. jasa perhotelan; 

4. jasa parkir; dan 

5. jasa kesenian dan hiburan; 

d. Pajak Reklame; 

e. PAT; 

f. Pajak MBLB; 

g. Pajak Sarang Burung Walet; 

h. Opsen PKB; dan 

i. Opsen BBNKB. 

 

Pasal 3 

(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 

a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis 

Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati. 

(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 

b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak 

yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh 

Wajib Pajak. 
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(3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan 

jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara 

lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan 

surat pemberitahuan pajak terutang.  

(4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan 

jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara 

lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah. 

(5) Dokumen surat pemberitahuan Pajak Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan 

benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak 

kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

 

Bagian Kedua 

Rincian Pajak 

 

Paragraf 1 

PBB-P2 

 

Pasal 4 

(1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang 

dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang 

pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan 

untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan 

pertambangan. 

(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk 

permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau 

pengerukan. 

(3) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah : 

a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu  

kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan 

emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan 

dengan kompleks Bangunan tersebut; 

b. kolam renang; 

c. pagar mewah; 

d. tempat olah raga; 
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e. dermaga; 

f. taman mewah; 

g. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, 

pipa minyak; dan 

h. menara dan sutet. 

(4) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, 

penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas: 

a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, 

kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor 

penyelenggaraan negara lainnya yang dicatat 

sebagai barang milik negara atau barang milik 

daerah; 

b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan   

semata-mata untuk melayani kepentingan umum   

di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, 

pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak 

dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; 

c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata 

digunakan untuk tempat makam (kuburan), 

peninggalan purbakala, atau yang sejenis; 

d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka 

alam, hutan wisata, taman nasional, tanah 

pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah 

negara yang belum dibebani suatu hak; 

e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan untuk 

perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan 

asas perlakuan timbal balik; 

f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh 

badan atau perwakilan lembaga internasional yang 

ditetapkan dengan peraturan menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan negara; 

g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, 

moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya 

terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis; 
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h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya 

berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh 

Bupati; 

i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak 

bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat. 

 

Pasal 5 

(1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan 

yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi 

dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau 

memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat 

atas Bangunan. 

(2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan 

yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi 

dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau 

memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat 

atas Bangunan. 

 

Pasal 6 

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP. 

(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

berdasarkan proses penilaian PBB-P2. 

(3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar 

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap 

Wajib Pajak. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih 

dari satu objek PBB-P2 di wilayah Daerah, NJOP tidak 

kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya 

diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap 

Tahun Pajak. 

(5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu 

dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan 

perkembangan wilayah Daerah. 

(6) Besaran NJOP ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 
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(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 

Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan 

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di 

bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2. 

(8) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% 

(dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus 

persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena 

pajak. 

(9) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan 

mempertimbangkan, meliputi:  

a. kenaikan NJOP hasil penilaian;  

b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau  

c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten. 

(10) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. 

 

Pasal 7 

(1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut: 

a. NJOP sampai dengan nilai Rp1.000.000.000,00 

(satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol 

koma satu persen) per tahun; 

b. NJOP dengan nilai di atas Rp1.000.000.000,00  

(satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol 

koma dua persen) per tahun; 

c. NJOP dengan nilai di atas Rp2.000.000.000,00   

(dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (nol 

koma tiga persen) per tahun. 

(2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan 

sebagai berikut: 

a. NJOP sampai dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,05% (nol 

koma nol lima persen) per tahun; 
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b. NJOP dengan nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,08% (nol 

koma nol delapan persen) per tahun.  

(3) Lahan produksi pangan dan ternak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati setelah dilakukan pendataan oleh Perangkat 

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang pertanian. 

 

Pasal 8 

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana  

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (2). 

 

Pasal 9 

(1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya 

kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi 

dan/atau Bangunan. 

(2) PBB-P2 terutang dipungut di wilayah Daerah yang 

meliputi letak objek PBB-P2. 

(3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 

terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 

Januari. 

 

Paragraf 2 

BPHTB 

 

Pasal 10 

(1) Objek BPHTB adalah perolehan hak atas Tanah 

dan/atau Bangunan. 

(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. pemindahan hak karena: 

1. jual beli;  
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2. jukar-menukar;  

3. hibah;  

4. hibah wasiat;  

5. waris;  

6. pemasukan dalam perseroan atau badan 

hukum lain;  

7. pemisahan hak yang mengakibatkan  

peralihan; 

8. penunjukan pembeli dalam lelang;  

9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai 

kekuatan hukum tetap;  

10. penggabungan usaha;  

11. peleburan usaha;  

12. pemekaran usaha; atau  

13. hadiah; dan  

b. pemberian hak baru karena:  

1. kelanjutan pelepasan hak; atau  

2. di luar pelepasan hak. 

(3) Hak atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. hak milik; 

b. hak guna usaha; 

c. hak guna bangunan; 

d. hak pakai; 

e. hak milik atas satuan rumah susun; dan 

f. hak pengelolaan. 

(4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah perolehan 

hak atas tanah dan/atau Bangunan: 

a. untuk kantor pemerintah, pemerintahan daerah, 

penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya 

yang dicatat sebagai barang milik negara atau 

barang milik daerah;  

b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan 

dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna 

kepentingan umum;  

c. untuk badan atau perwakilan lembaga  

internasional dengan syarat tidak menjalankan 
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usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi 

dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut 

yang diatur dengan peraturan menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan negara;  

d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat 

berdasarkan asas perlakuan timbal balik;  

e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak 

atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak 

adanya perubahan nama;  

f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;  

g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan 

untuk kepentingan ibadah; dan  

h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah   

pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh 

Bupati. 

(6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan 

pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pekerjaan umum dan perumahan rakyat. 

 

Pasal 11 

(1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan 

yang memperoleh hak atas Tanah dan/atau Bangunan.  

(2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan 

yang memperoleh hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 

 

Pasal 12 

(1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek 

pajak. 
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(2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud   

pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:  

a. harga transaksi untuk jual beli;  

b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah 

wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau 

badan hukum lainnya, pemisahan hak yang 

mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena 

pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai 

kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas 

tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, 

pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan 

hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, 

pemekaran usaha, dan hadiah; dan  

c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah 

lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang. 

(3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih  

rendah daripada NJOP yang digunakan dalam 

pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 

terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang 

digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam 

pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 

terjadinya perolehan. 

(4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, 

Pemerintah Daerah menetapkan NPOPTKP sebagai 

pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1).  

(5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak 

ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta 

rupiah) untuk perolehan hak pertama 

Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB. 

(6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau   

waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) 

huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang   

pribadi masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam 

garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu 

derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau 



 
 

22 

 

waris, termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan 

sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

 

Pasal 13 

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).  

 

Pasal 14 

(1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan 

cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi 

NPOTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat   

(4), ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. 

(2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat  

terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan 

ketentuan: 

a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya 

perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;  

b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta 

untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, 

pemasukan dalam perseroan atau badan hukum 

lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan 

peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, 

pemekaran usaha, dan/atau hadiah;  

c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi   

kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan 

haknya ke kantor yang membidangi pertanahan 

untuk waris;  

d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;  

e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan 

pemberian hak untuk pemberian hak baru atas 

tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;  

f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan 

pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar 

pelepasan hak; atau  
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g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk 

lelang. 

(3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak 

menggunakan perjanjian pengikatan jual beli 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka    

saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat 

ditandatanganinya akta jual beli. 

(4) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya 

perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(5) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang adalah 

wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan 

berada. 

 

Pasal 15 

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat 

menandatangani akta pemindahan hak atas tanah 

dan/atau bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan 

bukti pembayaran BPHTB. 

(2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara 

hanya dapat menandatangani risalah lelang        

perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah 

Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB. 

(3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat 

melakukan pendaftaran hak atas tanah atau  

pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib 

Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB. 

(4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau  

Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, 

Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan  

objek BPHTB. 

 

Pasal 16 

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) wajib: 



 
 

24 

 

a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib 

Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan 

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan 

b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau 

Bangunan kepada Bupati paling lambat pada 

tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 

(2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris 

melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dikenakan sanksi administratif berupa: 

a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta 

rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau 

b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) 

untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b. 

(3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang    

negara wajib:  

a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib 

Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan 

b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling 

lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan   

berikutnya. 

(4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang   

negara yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai    

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana   

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Bupati. 

 

Pasal 17 

(1) Kepala kantor yang membidangi pertanahan hanya  

dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau 

pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib 

Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB. 

(2) Kepala kantor yang membidangi pertanahan yang 

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
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(1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan   

peraturan perundang-undangan. 

 

Paragraf 3 

PBJT 

 

Pasal 18 

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau 

konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:  

a. Makanan dan/atau Minuman;  

b. Tenaga Listrik;  

c. Jasa Perhotelan;  

d. Jasa Parkir; dan  

e. Jasa Kesenian dan Hiburan. 

 

Pasal 19 

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau 

Minuman Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf 

a meliputi makanan dan/atau minuman yang  

disediakan oleh:  

a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan 

penyajian makanan dan/atau minuman berupa 

meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan  

minum;  

b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan: 

1. proses penyediaan bahan baku dan bahan 

setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta 

penyajian berdasarkan pesanan;  

2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh 

pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana 

proses pembuatan dan penyimpanan 

dilakukan; dan  

3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa 

peralatan dan petugasnya.  
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(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan makanan 

dan/atau minuman: 

a. dengan peredaran usaha tidak melebihi 

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan; 

b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang 

tidak semata-mata menjual makanan dan/atau 

minuman;  

c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau 

minuman; atau  

d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan 

usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa 

menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.  

 

Pasal 20 

(1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh 

pengguna akhir.  

(2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. konsumsi tenaga listrik oleh instansi pemerintah 

pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara 

negara lainnya;  

b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang 

digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan  

perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal 

balik; 

c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti 

jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang 

sejenis; dan 

d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri 

dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan 

izin dari instansi teknis terkait. 
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Pasal 21 

(1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 

huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan   

fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang 

rapat/pertemuan pada penyedia jasa Perhotelan seperti: 

a. hotel;  

b. hostel;  

c. vila;  

d. pondok wisata;  

e. motel;  

f. losmen;  

g. wisma pariwisata;  

h. pesanggrahan;  

i. rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/ 

cottage;  

j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai 

hotel; dan  

k. glamping.  

(2) Yang dikecualikan dari jasa perhotelan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan 

oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;  

b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama   

perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti  

sosial lainnya yang sejenis;  

c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau 

kegiatan keagamaan;  

d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan  

e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di   

hotel. 

 

Pasal 22 

(1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 

huruf d meliputi: 

a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; 

dan/atau  

b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet); 
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(2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh 

pemerintah dan pemerintah daerah;  

b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh 

perkantoran yang hanya digunakan untuk 

karyawannya sendiri;  

c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh 

kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing 

dengan asas timbal balik; dan 

d. jasa tempat parkir pada penyelenggaraan 

peribadatan, pendidikan, dan makam. 

 

Pasal 23 

(1) Jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18 huruf e meliputi:  

a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual 

lainnya yang dipertontonkan secara langsung di 

suatu lokasi tertentu;  

b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau   

busana;  

c. kontes kecantikan;  

d. kontes binaraga;  

e. pameran;  

f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;  

g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;  

h. permainan ketangkasan;  

i. olahraga permainan dengan menggunakan 

tempat/ruang dan/atau peralatan dan 

perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;  

j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana 

pendidikan, wahana budaya, wahana salju,   

wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan 

kebun binatang;  

k. panti pijat dan pijat refleksi; dan  

l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi 

uap/spa.  
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(2) Yang dikecualikan dari jasa kesenian dan hiburan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jasa 

kesenian dan hiburan yang semata-mata untuk:  

a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut 

bayaran;  

b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak 

dipungut bayaran. 

c. pergelaran kesenian, musik dan atau tari untuk 

kegiatan sosial dan/atau keagamaan dengan tidak 

dipungut bayaran; dan/atau  

d. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi 

dan Pemerintah Daerah yang tidak dipungut 

bayaran. 

 

Pasal 24 

(1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa  

tertentu.  

(2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau badan yang 

melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi 

barang dan jasa tertentu.  

 

Pasal 25 

(1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan 

oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi: 

a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia 

makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas 

makanan dan/atau minuman; 

b. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga 

listrik; 

c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa 

perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan; 

d. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat 

parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan 

e. jumlah pembayaran yang diterima oleh 

penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk 

PBJT atas jasa kesenian dan hiburan. 
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(2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menggunakan voucer atau bentuk lain yang 

sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, 

dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah 

atau mata uang lainnya tersebut. 

(3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT    

dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis 

yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan. 

 

Pasal 26 

(1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk: 

a. tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan 

pembayaran; dan 

b. tenaga listrik yang dihasilkan sendiri. 

(2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga 

listrik yang berasal dari sumber lain dengan   

pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a, dihitung berdasarkan: 

a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah  

dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang 

ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca 

bayar; dan 

b. jumlah pembelian tenaga listrik, untuk prabayar. 

(3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga 

listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan: 

a. kapasitas tersedia; 

b. tingkat penggunaan listrik; 

c. jangka waktu pemakaian listrik; 

d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah  

Daerah. 

(4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan 

untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain 

dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak 
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melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas 

tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang 

dijual atau diserahkan. 

 

Pasal 27 

(1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). 

(2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, 

karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa 

ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen). 

(3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk: 

a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh 

industri, pertambangan minyak bumi dan gas   

alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan 

b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, 

ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen). 

 

Pasal 28 

(1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan   

cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.  

(2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat: 

a. pembayaran/penyerahan atas makanan dan/atau 

minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau 

minuman; 

b. konsumsi/pembayaran atas tenaga listrik untuk 

PBJT atas tenaga listrik; 

c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan 

untuk PBJT atas jasa perhotelan; 

d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan 

tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan 

e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan 

hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan 

hiburan. 

(3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan 

wilayah     Daerah    tempat     penjualan,    penyerahan,  
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dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu    

dilakukan.  

 

Paragraf 4 

Pajak Reklame 

 

Pasal 29 

(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan 

Reklame. 

(2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. reklame papan/billboard/videotron/megatron; 

b. reklame kain; 

c. reklame melekat/stiker; 

d. reklame selebaran; 

e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; 

f. reklame udara; 

g. reklame apung; 

h. reklame film/slide; dan 

i. reklame peragaan. 

(3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, 

radio, warta harian, warta mingguan, warta 

bulanan, dan sejenisnya; 

b. label/merek produk yang melekat pada barang   

yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk 

membedakan dari produk sejenis lainnya; 

c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang 

melekat pada bangunan dan/atau di dalam area 

tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, 

bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam 

Peraturan Bupati dengan berpedoman pada 

ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal 

usaha atau profesi tersebut; 
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d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah 

atau Pemerintah Daerah;  

e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka 

kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak 

disertai dengan iklan komersial dengan batas   

waktu tertentu; 

f. pengumuman, tulisan dan/atau benda-benda yang 

dipasang untuk memenuhi ketentuan dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(4) Penyelenggaraan Reklame diatur dengan Peraturan 

Bupati. 

 

Pasal 30 

(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan 

yang menggunakan Reklame. 

(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan 

yang menyelenggarakan Reklame. 

 

Pasal 31 

(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa 

Reklame. 

(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh Pihak Ketiga, 

Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat  

(1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame. 

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa 

Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 

dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang 

digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, 

jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran 

media Reklame. 

(4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak 

wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan 

menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud   

pada ayat (3). 
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(5) Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana   

dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam 

Peraturan Bupati. 

 

Pasal 32 

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima 

persen). 

 

Pasal 33 

(1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung 

dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak  

Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat    

(1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 32. 

(2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat 

terjadinya penyelenggaraan Reklame. 

(3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang 

merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan 

Reklame. 

(4) Khusus untuk Pajak Reklame berjalan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, wilayah 

pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah 

wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame 

terdaftar. 

 

Paragraf 5 

PAT 

 

Pasal 34 

(1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan 

Air Tanah 

(2) Yang dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan 

untuk: 

a. keperluan dasar rumah tangga; 

b. pengairan pertanian rakyat; 

c. perikanan rakyat; 



 
 

35 

 

d. peternakan rakyat; 

e. keperluan keagamaan; dan 

f. kegiatan sosial. 

 

Pasal 35 

(1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang 

melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air 

Tanah. 

(2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang 

melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air 

Tanah. 

 

Pasal 36 

(1) Dasar pengenaan PAT adalah Nilai Perolehan Air Tanah. 

(2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air  

baku dengan bobot Air Tanah. 

(3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya 

pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air   

Tanah. 

(4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang 

didasarkan atas faktor-faktor berikut: 

a. jenis sumber air; 

b. lokasi sumber air; 

c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; 

d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; 

e. kualitas air; dan 

f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan 

oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. 

(5) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan 

berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang 

ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 37 

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). 
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Pasal 38 

(1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37. 

(2) Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya 

pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. 

(3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang adalah wilayah 

Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air 

Tanah. 

 

Paragraf 6 

Pajak MBLB 

 

Pasal 39 

(1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB 

yang meliputi: 

a. asbes; 

b. batu tulis 

c. batu setengah permata; 

d. batu kapur; 

e. batu apung; 

f. batu permata; 

g. bentonit 

h. dolomit; 

i. feldspar; 

j. garam batu (halite); 

k. grafit; 

l. granit/andesit; 

m. gipsum; 

n. kalsit; 

o. kaolin; 

p. leusit; 

q. magnesit; 

r. mika; 

s. marmer; 
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t. nitrat; 

u. obsidian; 

v. oker; 

w. pasir dan kerikil; 

x. pasir kuarsa; 

y. perlit; 

z. phospat; 

aa. talk; 

bb. tanah serap (fullers earth); 

cc. tanah diatome; 

dd. tanah liat 

ee. tawas (alum); 

ff. tras; 

gg. yarosit; 

hh. zeolit; 

ii. basalt; 

jj. trakhit;  

kk. belerang;  

ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; 

dan 

mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB: 

a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak 

diperjualbelikan/dipindahtangankan;  

b. untuk keperluan pamancangan tiang 

listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman  

pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi 

permukaan tanah. 

 

Pasal 40 

(1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan 

yang mengambil MBLB. 

(2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan  

yang mengambil MBLB. 
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Pasal 41 

(1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil 

pengambilan MBLB. 

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 

berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan 

MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB. 

(3) Harga patokan sebagaimana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata 

tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di 

wilayah Daerah. 

(4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang pertambangan mineral 

dan batubara. 

 

Pasal 42 

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 16% (enam belas 

persen). 

 

Pasal 43 

(1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung 

dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan 

tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

42. 

(2) Saat terutangnya Pajak MBLB ditetapkan pada saat 

terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang. 

(3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang 

merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB. 

 

Paragraf 7 

Pajak Sarang Burung Walet 

 

Pasal 44 

(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan 

dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet. 
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(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung   

Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan 

penerimaan negara bukan pajak. 

 

Pasal 45 

(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi 

atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau 

mengusahakan Sarang Burung Walet 

(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi 

atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau 

mengusahakan Sarang Burung Walet. 

 

Pasal 46 

(1) Dasar pengenaan pajak Sarang Burung Walet adalah 

nilai jual Sarang Burung Walet. 

(2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara 

harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang  

berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet. 

 

Pasal 47 

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% 

(sepuluh persen). 

 

Pasal 48 

(1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang  

terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar 

pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak 

Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 47. 

(2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan 

pada saat terjadinya pengambilan dan/atau 

pengusahaan sarang burung walet. 

(3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang 

terutang merupakan wilayah Daerah tempat 
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pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung 

walet. 

 

Paragraf 8 

Opsen PKB 

 

Pasal 49 

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB. 

 

Pasal 50 

(1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB. 

(2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan 

pemungutan Pajak terutang dari PKB. 

 

Pasal 51   

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB 

terutang. 

 

Pasal 52 

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam 

persen) dihitung dari besaran Pajak yang terutang. 

 

Pasal 53 

(1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung 

dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif 

Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52. 

(2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutang

nya PKB. 

(3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang adalah 

wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar. 
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Paragraf 9 

Opsen BBNKB 

 

Pasal 54 

Opsen BBKNB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB. 

 

Pasal 55    

(1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak 

BBNKB. 

(2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan 

dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB. 

 

Pasal 56      

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB 

terutang. 

 

Pasal 57 

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh 

enam persen) dihitung dari besaran Pajak yang terutang 

 

Pasal 58    

(1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung 

dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen  

BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56      

dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 57. 

(2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat 

terutangnya BBNKB. 

(3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang 

merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor 

terdaftar. 
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BAB III 

RETRIBUSI DAERAH 

 

Bagian Kesatu 

Jenis Retribusi 

 

Pasal 59      

Jenis Retribusi terdiri atas: 

a. Retribusi Jasa Umum; 

b. Retribusi Jasa Usaha; dan 

c. Retribusi Perizinan Tertentu. 

 

Pasal 60 

(1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi 

atau Badan yang menggunakan atau menikmati 

pelayanan Jasa Umum. 

(2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi 

atau Badan yang menurut peraturan perundang-

undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran 

Retribusi atas pelayanan Jasa Umum. 

 

Bagian Kedua 

Retribusi Jasa Umum 

 

Pasal 61 

(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa 

Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a 

meliputi: 

a. pelayanan kesehatan; 

b. pelayanan kebersihan; dan 

c. pelayanan parkir di tepi jalan umum. 

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 

berdasarkan pelayanan yang diberikan dan kewenangan 

Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD. 

(4) Detail rincian objek pelayanan yang diberikan oleh   

BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih 

lanjut dalam Peraturan Bupati. 

(5) Detail rincian objek Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan: 

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi; 

b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan 

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. 

(6) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi 

atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan 

Jasa Umum. 

(7) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi 

atau badan yang menurut peraturan perundang-

undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran 

Retribusi atas pelayanan Jasa Umum. 

(8) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling 

lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati 

ditetapkan. 

(9) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan 

jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan  

usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan 

pihak swasta. 

 

Paragraf 1 

Pelayanan Kesehatan 

 

Pasal 62 

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 

ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di 

puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai 
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pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat 

pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki 

dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali  

pelayanan administrasi. 

 

Pasal 63 

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur 

berdasarkan jenis layanan, dan/atau jarak tempuh layanan 

pelayanan kesehatan yang diberikan Pemerintah Daerah.  

 

Pasal 64 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi 

Pelayanan Kesehatan adalah untuk menutup sebagian 

biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan 

kegiatan lainnya yang menunjang pelayanan kesehatan 

dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, 

aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas 

pelayanan kesehatan. 

(2) Biaya yang dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya 

investasi peralatan, biaya operasional dan biaya 

pemeliharaan. 

 

Pasal 65     

Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

Paragraf 2 

Pelayanan Kebersihan 

 

Pasal 66    

(1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 61 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan 

kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah 

Daerah, meliputi: 
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a. pengambilan/pengumpulan sampah dari 

sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; 

b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau 

lokasi pembuangan sementara ke lokasi 

pembuangan akhir sampah/pengolahan atau 

pemusnahan akhir sampah; 

c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau 

pemusnahan akhir sampah;  

d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan 

e. pengolahan limbah cair rumah tangga,  

perkantoran, dan industri. 

(2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah 

pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat 

ibadah, sarana sosial, sarana pemerintah dan tempat 

umum lainnya. 

 

Pasal 67   

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur 

berdasarkan jenis klasifikasi/golongan pengguna jasa, 

volume dan/atau jenis sampah/limbah                  

kakus/limbah  cair,  dan  jangka  waktu  pelayanan   

kebersihan. 

 

Pasal 68   

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi 

Pelayanan Kebersihan yang diberikan Pemerintah 

Daerah adalah untuk menutup sebagian biaya 

penyediaan jasa pelayanan kebersihan dengan 

mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan, 

dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kebersihan. 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

biaya pengumpulan sampah, biaya pengangkutan 

sampah, biaya pemusnahan, pengolahan sampah, biaya 

penyediaan lokasi tempat pemprosesan sampah, biaya 

penyediaan fasilitas persampahan/kebersihan. 
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Pasal 69 

Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan ditetapkan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

Paragraf 3 

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum  

 

Pasal 70   

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan 

pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh 

Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 71   

Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum 

diukur berdasarkan klasifikasi jalan, jenis kendaraan           

dan waktu penggunaan.  

 

Pasal 72 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi 

Parkir di Tepi Jalan Umum untuk menutup sebagian 

biaya penyediaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan 

umum dengan mempertimbangkan kemampuan 

masyarakat, keadilan, dan efektivitas pengendalian atas  

pelayanan parkir di tepi jalan umum. 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi   

biaya pembuatan marka, rambu parkir, biaya 

operasional dan pemeliharaan. 

 

Pasal 73 

Besarnya tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum 

ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 

ini. 
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Bagian Ketiga 

Retribusi Jasa Usaha 

 

Pasal 74 

(1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang 

merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 59 huruf b meliputi: 

a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan 

jalan; 

b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; 

c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan 

olahraga; 

d. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; 

dan 

e. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu 

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi 

perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset 

Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud  

pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah 

Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang   

diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur 

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD. 

(4) Detail rincian objek Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan   

Bupati. 

(5) Detail rincian objek Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan: 

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi; 

b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan 

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. 
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(6) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan 

jasa yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha   

milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak 

swasta. 

(7) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi 

atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan 

Jasa Usaha.  

(8) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi 

atau Badan yang menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha. 

(9) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling 

lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.  

(10) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan 

jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha 

milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak 

swasta.  

  

Paragraf 1 

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan 

 

Pasal 75    

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a 

merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan 

jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh 

Pemerintah Daerah.  

 

Pasal 76 

Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat khusus parkir  

di luar badan jalan diukur berdasarkan lokasi parkir, jenis 

kendaraan dan frekuensi parkir.  
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Pasal 77    

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif 

Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan 

didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan 

yang layak. 

(2) Besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar 

Badan Jalan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Daerah ini. 

 

Paragraf 2 

Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak 

 

Pasal 78 

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b, adalah pelayanan 

penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk 

pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan 

sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau 

dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

 

Pasal 79  

Tingkat penggunaan jasa pelayanan rumah pemotongan 

hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak dan 

jenis layanan. 

 

Pasal 80 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan 

besarnya tarif Retribusi Rumah Pemotongan Hewan 

Ternak didasarkan pada tujuan untuk memperoleh 

keuntungan yang layak. 

(2) Besarnya tarif Retribusi Rumah Pemotongan Hewan 

Ternak ditetapkan sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Daerah ini. 
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Paragraf 3 

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga 

 

Pasal 81     

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c 

adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga 

yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh 

Pemerintah Daerah.  

 

Pasal 82     

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi, 

pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, 

frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian 

fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga. 

. 

Pasal 83     

(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Tempat 

Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga adalah untuk 

memperoleh keuntungan yang layak. 

(2) Besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, 

dan Olahraga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Daerah ini. 

 

Paragraf 4 

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah 

 

Pasal 84    

Objek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah 

Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh 

Pemerintah Daerah.   

 

Pasal 85    

Tingkat penggunaan jasa penjualan hasil produksi usaha 

daerah oleh pemerintah daerah diukur berdasarkan jenis 

dan/atau volume produksi usaha Daerah. 



 
 

51 

 

Pasal 86   

(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penjualan 

Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah didasarkan 

atas tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang  

layak. 

(2) Besarnya tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha 

Pemerintah Daerah ditetapkan sebagaimana     

tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

Paragraf 5  

Pemanfaatan Aset Daerah  

 

Pasal 87      

(1) Objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 74 ayat (1) huruf e adalah 

pemanfaatan aset Daerah yang disediakan, dimiliki 

dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Dikecualikan dari pengertian pemanfaatan aset Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a. pemanfaatan aset Daerah yang mengganggu 

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi 

perangkat Daerah; dan 

b. optimalisasi aset Daerah yang mengubah status 

kepemilikan aset tersebut. 

 

Pasal 88       

Tingkat penggunaan jasa pemanfaatan aset Daerah diukur 

berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau 

jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah. 

 

Pasal 89   

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan 

besarnya tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 

didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan 

yang layak. 
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(2) Besarnya tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 

ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. 

 

Bagian Keempat 

Retribusi Perizinan Tertentu 

 

Pasal 90 

(1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek 

Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 59 huruf c meliputi : 

a. PBG; dan 

b. penggunaan tenaga kerja asing. 

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 

berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan 

Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah, 

badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, 

dan pihak swasta. 

(4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang 

Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati 

pemberian Perizinan Tertentu. 

(5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang 

pribadi atau badan yang menurut peraturan   

perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan 

Tertentu. 
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Paragraf 1 

PBG 

 

Pasal 91 

(1) Objek Retribusi  PBG sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 90 ayat (1) huruf a adalah penerbitan PBG  dan 

SLF. 

(2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi  

pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi 

bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta 

pencetakan plakat SLF. 

(3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan: 

a. Pembangunan baru; 

b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan 

belum memiliki PBG dan/atau SLF; 

c. PBG perubahan untuk: 

1. perubahan fungsi Bangunan Gedung; 

2. perubahan lapis Bangunan Gedung; 

3. perubahan luas Bangunan Gedung; 

4. perubahan tampak Bangunan Gedung; 

5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen 

pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi 

aspek keselamatan dan/atau kesehatan; 

6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat 

kerusakan sedang atau berat; 

7. perlindungan dan/atau pengembangan 

Bangunan Gedung cagar budaya; atau 

8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di 

kawasan cagar budaya. 

(4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan 

pemeliharaan dan pekerjaan perawatan. 

(5) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah pemberian izin persetujuan 

Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 
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Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau 

peribadatan. 

 

Pasal 92 

(1) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung 

berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa 

atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi 

PBG.  

(2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur 

berdasarkan formula yang mencerminkan biaya 

penyelenggaraan penyediaan layanan. 

(3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri atas: 

a. indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan  

Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau  

b. harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan 

Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung. 

(4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri 

atas formula untuk: 

a. Bangunan Gedung; dan  

b. Prasarana Bangunan Gedung. 

(5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a 

terdiri atas: 

a. luas total Lantai;  

b. indeks terintegrasi; dan  

c. indeks Bangunan Gedung Terbangun. 

(6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b 

terdiri atas: 

a. volume; 

b. indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan 

c. indeks Bangunan Gedung terbangun. 

 

Pasal 93 

(1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi 

PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian 

biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.  
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(2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. penerbitan dokumen PBG dan SLF; 

b. inspeksi Penilik bangunan; 

c. penegakan hukum; 

d. penatausahaan; dan 

e. biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan   

SLF. 

 

Pasal 94 

 

Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif PBG 

tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian    

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

Paragraf 2 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing 

 

Pasal 95 

(1) Objek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (1) huruf b 

merupakan pelayanan pengesahan RPTKA   

perpanjangan bagi TKA yang bekerja di Daerah.  

(2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah  

penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi  

pemerintah, perwakilan negara asing, badan 

internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan 

jabatan tertentu di lembaga pendidikan. 

 

Pasal 96 

Tingkat penggunaan jasa penggunaan tenaga kerja asing 

diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan (jumlah 

pengesahan RPTKA Perpanjangan yang diterbitkan)   

dan/atau jangka waktu layanan. 
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Pasal 97 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi 

penggunaan tenaga kerja asing ditetapkan berdasarkan 

pada tujuan untuk menutup seluruh biaya 

penyelenggaraan pengesahan RPTKA perpanjangan. 

(2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi:  

a. penerbitan dokumen pengesahan RPTKA 

Perpanjangan;  

b. pengawasan di lapangan;  

c. penegakan hukum;  

d. penatausahaan; 

e. biaya dampak negatif dari Pengesahan RPTKA 

Perpanjangan; dan  

f. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan 

tenaga kerja lokal. 

 

Pasal 98    

(1) Besarnya tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing 

ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini.  

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dibayarkan ke Kas Daerah dalam rupiah berdasarkan 

nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran   

Retribusi. 

 

 

BAB IV  

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI 

 

Pasal 99    

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga)  

tahun sekali. 

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga 
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dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan 

penambahan objek Retribusi. 

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

 

 

BAB V 

PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI  

 

Bagian Kesatu 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan  

Pajak dan Retribusi  

 

Pasal 100   

(1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan 

Pajak dan Retribusi. 

(2) Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan 

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

pengaturan mengenai : 

a. pendaftaran dan pendataan; 

b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;  

c. pembayaran dan penyetoran;  

d. pelaporan;  

e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan 

ketetapan;  

f. pemeriksaan Pajak;  

g. penagihan Pajak dan Retribusi;  

h. keberatan;  

i. gugatan;  

j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh 

Bupati; dan  

k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara 

pemungutan Pajak dan Retribusi. 

(3) Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah dan   

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
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huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis 

elektronik. 

(4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik   

belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak 

dapat dilakukan melalui pembayaran tunai. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan 

Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

Pasal 101 

(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban 

pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif 

berupa denda. 

(2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SPTPD dalam 

satuan rupiah untuk setiap SPTPD.  

(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak 

mengalami keadaan kahar (force majeure). 

(4) Besaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus 

ribu rupiah). 

(5) Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) meliputi: 

a. bencana alam;  

b. kebakaran;  

c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan 

d. wabah penyakit. 
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Bagian Kedua 

Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan 

Penundaan Pembayaran 

 

Pasal 102   

(1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, 

pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok 

dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi. 

(2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan 

penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib 

Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau 

objek Retribusi. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian 

keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan 

pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

 

BAB VI 

PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI 

 

Pasal 103     

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, 

Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku 

usaha di Daerah. 

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan   

atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, 

dan/atau sanksinya. 

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau 

Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh 

Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi: 

a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau  

Wajib Retribusi;  
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b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak 

terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau 

penyebab lainnya yang terjadi bukan karena  

adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh 

Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan 

untuk menghindari pembayaran Pajak;  

c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha 

mikro dan ultra mikro;  

d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam 

mencapai program prioritas Daerah; dan/atau 

e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat 

dalam mencapai program prioritas nasional. 

(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan 

diberitahukan kepada DPRD. 

(5) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati  

dalam memberikan insentif fiskal. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian 

insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

 

BAB VII 

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK 

 

Pasal 104    

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak 

lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan 

kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau 

pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah. 

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 

juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati 

untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 

Daerah. 
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(3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah: 

a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak 

sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; 

dan 

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh 

Bupati untuk memberikan keterangan kepada 

pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah 

yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam 

bidang Keuangan Daerah. 

(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang 

memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, 

memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib 

Pajak kepada pihak yang ditunjuk. 

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam 

perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim 

sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara 

perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada 

pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan  

tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk 

memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan 

keterangan Wajib Pajak yang ada padanya. 

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

harus menyebutkan nama tersangka atau nama 

tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara 

perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan 

keterangan yang diminta. 
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BAB VIII 

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK  DAN RETRIBUSI 

 

Pasal 105      

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan 

Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar 

pencapaian kinerja tertentu. 

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan melalui APBD. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian 

dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati  

berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 

 

 

BAB IX 

SANKSI ADMINISTRATIF 

 

Pasal 106 

(1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak 

memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi 

administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan 

Pajak atau Retribusi. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan 

sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat  

(1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

 

BAB X 

KETENTUAN PENYIDIKAN 

 

Pasal 107    

(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan 

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai 

penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di 

bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana 
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dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum 

Acara Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan 

Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang 

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat  

(1) adalah: 

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti 

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak 

pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi 

agar keterangan atau laporan tersebut menjadi  

lebih lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan 

mengenai orang pribadi atau Badan tentang 

kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 

dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan 

Retribusi; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang 

pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak 

pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; 

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang 

perpajakan Daerah dan Retribusi; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan 

bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan  

dokumen lain, serta melakukan penyitaan   

terhadap bahan bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 

pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di 

bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 

pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 

identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang 

dibawa; 
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h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak 

pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya 

dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan; dan/atau 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk 

kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang 

perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memberitahukan dimulainya penyidikan dan  

menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut 

Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik 

Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

 

 

BAB XI 

KETENTUAN PIDANA 

 

Pasal 108    

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD 

BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak 

lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar 

atau tidak menyampaikan sehingga merugikan 

Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan 

paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling 

banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak Terutang yang tidak 

atau kurang dibayar. 

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB 

dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap 

atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau 

tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan 

Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama  

2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4  

(empat) kali jumlah Pajak Terutang yang tidak atau 

kurang dibayar. 
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Pasal 109      

Tindak Pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat 

dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima)  

tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak 

berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun   

Pajak yang bersangkutan berakhir. 

 

Pasal 110     

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban 

membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga 

merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana 

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda   

paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi Piutang    

yang tidak atau kurang dibayar. 

 

Pasal 111     

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan 

kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 112    

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 108, Pasal 110, dan Pasal 111  merupakan pendapatan 

negara.  

 

 

BAB XII 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 113 

(1) Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB 

mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2025. 

(2) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan 

Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 105, hanya 

dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya 

pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara 
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yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk 

tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi. 

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang 

milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan 

perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya  

masa perjanjian. 

(4) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib 

Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan 

Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan 

berdasarkan Peraturan Daerah di bidang Pajak dan 

Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya  

Peraturan Daerah ini. 

(5) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua 

peraturan pelaksana di bidang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah tetap berlaku sepanjang tidak 

bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum 

diatur dengan peraturan pelaksana yang baru 

berdasarkan Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal 114 

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan 

paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai 

berlaku. 

 

 

BAB XIII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 115     

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: 

a. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun   

2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 

2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Dairi Nomor 155); 
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b. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun   

2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah        

Kabupaten Dairi Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 157), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi 

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 

165); 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun   

2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Dairi Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 158),  

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi 

Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 

1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 

1); 

d. Pasal 1 angka 21, angka 24 sampai dengan angka 29, 

Pasal 4 huruf e, Pasal 25 sampai dengan Pasal 39 

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 11 Tahun 

2019 tentang Retribusi Penyelenggaraan Menara 

Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi 

Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Dairi Nomor 204); 

e. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun   

2023 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 

(Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023     

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi 

Nomor  225),  

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 116    

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi. 

 

 

      Ditetapkan di Sidikalang 

      pada tanggal 4 Januari 2024  

      BUPATI DAIRI, 

 

                       ttd. 

 

      EDDY KELENG ATE BERUTU 

 

 

 

Diundangkan di Sidikalang 

pada tanggal 4 Januari 2024  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI, 

 

ttd. 

 

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN 
 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024 NOMOR 1 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI, PROVINSI SUMATERA 

UTARA: (1-7/2024)   
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PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI 

NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG 

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

 

I. UMUM 

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah, salah satunya mengubah ketentuan mengenai Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. Di mana, ada beberapa perubahan terkait 

dengan pengaturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

mulai dari restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber 

perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan 

harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) 

jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu 

PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk: 

1. menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah 

sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; 

2. menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang 

diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; 

3. memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh 

Daerah; dan 

4. mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha 

dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. 

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah 

Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu   

Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan 

Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi 

disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan 

belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar 

Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi  

yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan 

dan biaya kepatuhan yang rendah. 
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Pengaturan yang lebih lanjut terkait dengan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah harus diatur dalam 1 (satu)    

Peraturan Daerah. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk 

jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), 
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lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis" 

adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur 

perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak 

termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung 

parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas 

hiburan di stasiun. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Karena tahun pajak dimulai pada tanggal 1 Januari, maka 

keadaan objek pajak pada tanggal tersebut merupakan saat 

yang menentukan pajak yang terutang.  

Contoh : 

a. Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2013 berupa tanah dan 

bangunan. Pada tanggal 20 Januari 2013 bangunannya 

terbakar, maka pajak terhutang tetap berdasarkan keadaan 

objek pada tanggal 1 Januari 2013 yaitu keadaan sebelum 

bangunan tersebut terbakar. 

b. Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2013 berupa sebidang 

tanah tanpa bangunan diatasnya. Pada tanggal 10 Juli 2013 

dilakukan pendataan, ternyata diatas tanah tersebut       

telah berdiri suatu bangunan, maka pajak yang terutang 
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untuk tahun 2013 tetap dikenakan pajak berdasarkan 

keadaan pada tanggal 1 Januari 2013, sedangkan   

bangunan baru dikenakan pada tahun 2014. 
 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek 

BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat 

pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan 

kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak 

atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek 

BPHTB. Sebagai contoh, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk 

dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas 

perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang 

pribadi atau Badan karena wakaf. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 
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Pasal 19 

Ayat (1) 

Huruf a 

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan 

dan/atau Minuman :  

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman 

kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain 

(pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko 

Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A  

tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan 

makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti  

A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas 

penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak 

terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak 

pertambahan nilai. 

2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota   

Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada 

konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik 

roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B 

untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan 

pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B 

menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk 

menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti 

dimaksud merupakan Restoran sehingga atas 

penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang 

PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai. 

3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat  

Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses 

pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) 

sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko 

dimaksud hanya melakukan pembuatan dan   

penjualan langsung kepada konsumen tanpa 

menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan  

di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti 

dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga 

atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak 

terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak 
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pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas 

toko roti yang memiliki merek dagang yang sama,   

dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, 

bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya 

menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan 

selayaknya Restoran. 
 

Huruf b 

Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

 

Pasal 20 

Cukup jelas. 
 

Pasal 21 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Cukup jelas. 
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Huruf j 

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang 

difungsikan sebagai hotel" adalah rumah,  apartemen, dan  

kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi 

selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk 

persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu  

bulan).  

Huruf k 

Glampling atau glamorous camping merujuk pada suatu 

bentuk perkemahan modern dengan menggabungkan 

esensi alam dan dengan adanya fasilitas yang memadai. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk 

diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh 

pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha 

seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri 

(ATM) di dalam hotel. 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 
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Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah 

bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena 

dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik 

yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan 

seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam 

keranjang, paintball, dan sebagainya. 

Huruf i 

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah 

bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat 

kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, 

kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran 

atas penggunaannya. 

Huruf j 

Cukup jelas. 

Huruf k 

Cukup jelas. 

Huruf l 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 24 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh    

Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan 

oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan 

sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib 
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Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat 

tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen 

akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan  

melalui platform digital. 

Pasal 25 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucer antara lain 

berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (gift card), termasuk 

yang dalam bentuk elektronik. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “tidak terdapat pembayaran” termasuk 

voucer atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah 

atau mata uang lain. 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

Pasal 31 

Cukup jelas. 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

Pasal 34 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan pemanfaatan adalah kegiatan 

penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan 

pengambilan. 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 35 

Cukup jelas. 
 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

Pasal 37 

Cukup jelas. 

Pasal 38 

Cukup jelas. 

Pasal 39 

Cukup jelas. 

Pasal 40 

Cukup jelas. 

Pasal 41 

Cukup jelas. 

Pasal 42 

Cukup jelas. 

Pasal 43 

Cukup jelas. 

Pasal 44 

Cukup jelas. 

Pasal 45 

Cukup jelas. 

Pasal 46 

Cukup jelas. 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

Pasal 48 

Cukup jelas. 

Pasal 49 

Cukup jelas. 

Pasal 50 

Cukup jelas. 

Pasal 51 

Cukup jelas. 
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Pasal 52 

Cukup jelas. 

Pasal 53 

Cukup jelas. 
 

Pasal 54 

Cukup jelas. 

Pasal 55 

Cukup jelas. 

Pasal 56 

Cukup jelas. 

Pasal 57 

Cukup jelas. 

Pasal 58 

Cukup jelas. 

Pasal 59 

Cukup jelas. 

Pasal 60 

Cukup jelas. 

Pasal 61 

Cukup jelas. 

Pasal 62 

Termasuk pelayanan administrasi antara lain pelayanan 

pendaftaran, medical record, penerbitan surat-menyurat, dan 

pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan 

pelayanan kesehatan. 

Pasal 63 

Cukup jelas. 

Pasal 64 

Cukup jelas. 

Pasal 65 

Cukup jelas. 

Pasal 66 

Cukup jelas. 

Pasal 67 

Cukup jelas. 
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Pasal 68 

Cukup jelas. 

Pasal 69 

Cukup jelas. 

Pasal 70 

Cukup jelas. 

Pasal 71 

Cukup jelas. 

Pasal 72 

Cukup jelas. 

Pasal 73 

Cukup jelas. 

Pasal 74 

Cukup jelas. 

Pasal 75 

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” 

adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. 

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, 

dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat 

parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau 

dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, 

sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah 

Daerah. 

Pasal 76 

Cukup Jelas. 

Pasal 77 

Ayat (1)  

Keuntungan yang layak merupakan keuntungan yang   

diperoleh apabila penyediaan tempat khusus parkir di luar 

badan jalan dilakukan secara efisien dan berorientasi pada 

harga pasar. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 78 

Cukup jelas. 
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Pasal 79 

Cukup jelas. 

Pasal 80 

Ayat (1)  

Keuntungan yang layak merupakan keuntungan yang   

diperoleh apabila pelayanan rumah pemotongan hewan ternak 

dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 81 

Cukup jelas. 

Pasal 82 

Cukup jelas. 

Pasal 83 

Ayat (1)  

Keuntungan yang layak merupakan keuntungan yang   

diperoleh apabila pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan 

olahraga dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga 

pasar. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 84 

Cukup jelas. 

Pasal 85 

Cukup jelas.  

Pasal 86 

Ayat (1)  

Keuntungan yang layak merupakan keuntungan yang   

diperoleh apabila penjualan hasil produksi usaha Pemerintah 

Daerah dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga 

pasar. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 87 

Cukup jelas. 

Pasal 88 

Cukup jelas. 
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Pasal 89 

Ayat (1)  

Keuntungan yang layak merupakan keuntungan yang   

diperoleh apabila pemanfaatan aset Daerah dilakukan secara 

efisien dan berorientasi pada harga pasar. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 90 

Cukup jelas. 

Pasal 91 

Cukup jelas. 
 

Pasal 92 

Cukup jelas. 

Pasal 93 

Cukup jelas. 
 

Pasal 94 

Cukup jelas. 
 

Pasal 95 

Cukup jelas. 

Pasal 96 

Cukup jelas. 

Pasal 97 

Cukup jelas. 

Pasal 98 

Cukup jelas. 

Pasal 99 

Cukup jelas. 

Pasal 100 

Cukup jelas. 

Pasal 101 

Cukup jelas. 

Pasal 102 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
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Ayat (2) 

Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi antara lain adalah 

kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau 

tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. Kondisi 

objek Pajak antara lain adalah lahan pertanian yang sangat 

terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau 

Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai objek Pajak 

sampai dengan batas tertentu. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 103 

Cukup jelas. 

Pasal 104 

Cukup jelas. 

Pasal 105 

Cukup jelas. 

Pasal 106 

Cukup jelas. 

Pasal 107 

Cukup jelas. 

Pasal 108 

Cukup jelas. 

Pasal 109 

Cukup jelas. 

Pasal 110 

Cukup jelas. 

Pasal 111 

Cukup jelas. 

Pasal 112 

Cukup jelas. 

Pasal 113 

Cukup jelas. 

Pasal 114 

Cukup jelas. 
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Pasal 115 

Cukup jelas. 

Pasal 116 

Cukup jelas. 

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 228 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

85 

 

LAMPIRAN I 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI 

NOMOR 
TENTANG 

: 
: 

1 TAHUN 2024 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 
DAERAH 

 

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS 

PELAYANAN KESEHATAN 

 

I. Pada Puskesmas, Pustu dan Poskesdes  
 

NO JENIS PELAYANAN BHP 
JASA 

PELAYANAN 
TOTAL 

A.1.  Rawat Jalan 3.000 12.000 15.000 

B.1  Heacting     

 a Luka Jahitan 1-5 10.000 23.000 33.000 

 b. Setiap Pertambahan 1 jahitan > 5 jahitan 1.000 9.000 10.000 

 c. Pembersihan Luka (ganti perban, buka jahitan) 4.000 14.000 18.000 

2  Kumbah Lambung 70.000 80.000 150.000 

3  Tindakan Emergency    

 a. GE, Dehydrasi (Ringan dan Sedang) 20.000 38.000 58.000 

 b. Syok (R.C.P) 20.000 38.000 58.000 

 c. Reposisi 16.000 32.000 48.000 

 d. Luka Bakar Grade I-II 15.000 30.000 45.000 

4  Ekstraksi Kuku 15.000 30.000 45.000 

5  Ekstirpasi Benda Asing    

 a. Kecil 15.000 30.000 45.000 

 b. Sedang 20.000 38.000 58.000 

6  Insisi Abses 10.000 25.000 35.000 

7  Corpus Alineum 10.000 25.000 35.000 

8  Circumsisi Phymosis 70.000 80.000 150.000 

9  Luka Bakar <15% Grade I 20.000 38.000 58.000 

10  Luka Bakar >15% Grade II 40.000 70.000 110.000 

11  Keracunan dengan Keadaan Sadar 40.000 70.000 110.000 

12  Keracunan dengan Tidak Sadar 70.000 80.000 150.000 

C  Pelayanan Rawat Inap    

  Pelayanan Rawat Inap 40.000 80.000 120.000 

D  Pelayanan Pemeriksaan Kehamilan    

1  Pemeriksaan Masa Hamil (ANC) yang Dilakukan Oleh 

Dokter Disertai Pelayanan USG 

84.000 56.000 140.000 

2  Pemeriksaan Masa Hamil (ANC) Yang Dilakukan oleh 

Bidan Puskesmas 

36.000 24.000 60.000 

3  Pemeriksaan Masa Hamil (ANC) Yang Dilakukan Oleh 

Dokter 

48.000 32.000 80.000 
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E  Pelayanan Persalinan     

1  PNC 20.000 38.000 58.000 

2  Persalinan Normal 200.000 300.000 500.000 

3  Persalinan dengan Penyulit (PONED) 300.000 450.000 750.000 

F  Pelayanan Sesudah Melahirkan    

  Pemeriksaan Sesudah Melahirkan Bagi Puskesmas 

Untuk Setiap Kunjungan 

24.000 16.000 40.000 

G  Pelayanan Kesehatan Kontrasepsi    

1  Pelayanan Kesehatan Untuk Pemasangan dan/atau 

Pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) 

63.000 42.000 105.000 

2  Pelayanan Kesehatan Pemasangan dan/atau 

Pencabutan Implan 

63.000 42.000 105.000 

3  Pelayanan Kesehatan Untuk Penanganan Kompilasi 75.000 50.000 125.000 

H  Pelayanan Gigi    

H.1  Tumpatan 20.000 38.000 58.000 

 a. Sementara 10.000 25.000 35.000 

 b. Permanen 15.000 30.000 45.000 

2  Scaling    

 a. Score I 10.000 25.000 35.000 

 b. Score II 15.000 30.000 45.000 

 c. Score III 20.000 38.000 58.000 

3  Exo/Elemen    

 a. Decidui (Ulcus Pevticum)  10.000 25.000 35.000 

 b. Permanen (Morbility) 15.000 30.000 45.000 

 c. Komplikasi 20.000 38.000 58.000 

I.  Pelayanan Laboratorium Sederhana    

1  Darah Rutin 10.000 25.000 35.000 

2  Faeces Rutin 10.000 25.000 35.000 

3  Urine Rutin 10.000 25.000 35.000 

4  Hematologi    

 a. Haemoglobin 5.000 15.000 20.000 

 b. Leukosit 5.000 15.000 20.000 

 c. Eritrosit 5.000 15.000 20.000 

 d. Trombosit 5.000 15.000 20.000 

 e. LED/ BBS 5.000 15.000 20.000 

 f. Diftel 5.000 15.000 20.000 

 g. Golongan Darah 5.000 15.000 20.000 

 h. Haemotokrit 5.000 15.000 20.000 

5  Test Koagulasi    

 a. Waktu Pendarahan 10.000 25.000 35.000 

 b. Waktu Pembekuan 15.000 30.000 45.000 
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6  Test Gula Darah    

 a. Gula Darah 10.000 25.000 35.000 

 b. Asam Urat 10.000 25.000 35.000 

 c. Cholesterol 10.000 25.000 35.000 

7  Periksa Dahak 10.000 25.000 35.000 

J  Tindakan Rutin    

 1. Chateter/ Tindakan    

 2. Infus 5.000 15.000 20.000 

 3. NGT 5.000 15.000 20.000 

 4. Inj 5.000 15.000 20.000 

 5. Klisma 5.000 15.000 20.000 

K  Jenis Tindakan Pelayanan    

1  Pemeriksaan Kesehatan untuk menerbitkan 

Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter 

- 15.000 15.000 

2  Pemeriksaan Kesehatan untuk menerbitkan Surat 

Keterangan Visum Et Refertum 

- 15.000 15.000 

L  Pemakaian Gas Medis    

1  Oksigen (O²) / Liter 50 50 100 

2  Nitrogen/ Liter 200 400 600 

3  CO²/ Liter 30 45 75 

M  TARIF AMBULANCE PUSKESMAS KE FASILITAS 

RUJUKAN TINGKAT LANJUT EMERGENCY 

(KABANJAHE)  

   

1  Silahisabungan (≤ 50 km) 105.000 75.000 180.000 

2  Sidikalang, Sitinjo, Sumbul, Berampu, Lae Parira, 

Siempat Nempu Hulu (≤ 100 km)  

160.000 100.000 260.000 

3  Parbuluan, Pegagan Hilir,  Siempat Nempu Hilir       

(≤150 km) 

245.000 125.000 370.000 

4  Tigalingga, Tanah Pinem, Gunung Sitember(> 150 km) 275.000 150.000 425.000 

N  TARIF AMBULANCE PUSKESMAS KE FASILITAS 

RUJUKAN TINGKAT LANJUT EMERGENCY 

(MEDAN)  

   

1  Silahisabungan (≤ 100 km) 175.000 125.000 300.000 

2  Sumbul, Sidikalang, Sitinjo, Berampu, Lae Parira, 

Siempat Nempu Hulu (≤ 150 km) 

227.500 150.000 377.500 

3  Parbuluan, Pegagan Hilir, Siempat Nempu Hilir      

(≤200 km) 

290.000 175.000 465.000 

4  Tigalingga,Tanah Pinem, Gunung Sitember (>200 km) 302.500 200.000 502.500 

 

 

 

 

 



 
 

88 

 

II. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD SIDIKALANG 
 

A. PELAYANAN RAWAT JALAN 

No Jenis Pelayanan Jasa Sarana (Rp) Jasa Pelayanan (Rp) Jumlah  (Rp) 

1. Poliklinik Umum 12.500 12.500 25.000 

2. Poliklinik Spesialis 40.000 60.000 100.000 

 

B. TARIF KAMAR PERAWATAN 

No Jenis Pelayanan Jasa Sarana (Rp) Jasa Pelayanan (Rp) Jumlah  (Rp) 

1. Super VIP / Single Bed / Hari 250.000 125.000 375.000 

2. VIP / Single Bed / Hari 200.000 125.000 325.000 

3. Kelas I A / Single Bed / Hari 175.000 125.000 300.000 

4. Kelas I / Double Bed / Hari  150.000 125.000 275.000 

5. Kelas II / 4 Bed / Hari 125.000 125.000 250.000 

6. Kelas III / 6 s/d 8 bed / Hari 75.000 125.000 200.000 

7. Insentive Care Unit / ICU (Hari) 500.000 250.000 750.000 

8. Perawatan Bayi Gabung Ibu / Hari 60.000 125.000 185.000 

9. Kamar Bayi Sehat / Hari 40.000 125.000 165.000 

10. Kamar Neonati / Hari 150.000 150.000 300.000 

  

C. TARIF VISITE DOKTER 

No. Jenis Kamar Perawatan 

Tarif Jasa Dokter 

Umum/Dokter 
Gigi (Rp) 

Spesialis (Rp) 
Subspesialis 

(Rp) 

1 Super VIP / Single Bed / Kali 50.000 100.000 150.000 

2 VIP / Single Bed / Kali 50.000 100.000 150.000 

3 Kelas I A / Single Bed / Kali 50.000 100.000 150.000 

4 Kelas I / Double Bed / Kali 50.000 100.000 150.000 

5 Kelas II / 4 Bed / Kali 50.000 100.000 150.000 

6 Kelas III / 6 s/d8 bed /Kali 50.000 100.000 150.000 

7 Insentive Care Unit / ICU (Kali) 50.000 100.000 150.000 

8 Perawatan Bayi Gabung Ibu / Kali 50.000 100.000 150.000 

9 Kamar Bayi Sehat / Kali 50.000 100.000 150.000 

 

D. RECOVERY ROOM  

No. Jenis Pelayanan Jasa Sarana (Rp) Jasa Pelayanan (Rp) Jumlah (Rp) 

1 
Recovery room kamar operasi / 
kali 

100.000 100.000 200.000 

2 Kamar Isolasi / Hari 100.000 150.000 250.000 
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E. PELAYANAN MEDIK DASAR ATAU SPESIALISTIK 

1. TINDAKAN DALAM KAMAR OPERASI 

No.  Tindakan Bedah Jasa Sarana  (Rp) Jasa Pelayanan (Rp) Jumlah (Rp) 

1 

Kecil terencana 600.000 750.000 1.350.000 

Kecil Akut 650.000 900.000 1.550.000 

2 

Sedang terencana 1.000.000 1.250.000 2.250.000 

Sedang akut 1.150.000 1.500.000 2.650.000 

3 

Besar terencana 1.800.000 1.950.000 3.750.000 

Besar akut 1.950.000 2.500.000 4.450.000 

4 Sectio caesarea 1.500.000 1.950.000 3.450.000 

5 Tindakan Laparascopy 900.000 1.250.000 2.150.000 

 

2. TINDAKAN DI RUANG RAWAP INAP/RAWAT JALAN 

No. Tindakan Pelayanan Jasa Sarana (Rp) Jasa Pelayanan (Rp) Jumlah (Rp) 

1 Kanulasi Intravena 100.000 125.000 225.000 

2 Kanulasi Vena Sentral 200.000 500.000 700.000 

3 Defibrilator 150.000 200.000 350.000 

4 Intubasi Endotrakeal 250.000 250.000 500.000 

5 Respirator / Ventilator 25.000 500.000 525.000 

6 Resusitasi Jantung-Paru-Otak 150.000 250.000 400.000 

7 Double Lumen Hemodialisa 1.000.000 750.000 1.750.000 

8 Pemasangan NGT 7.500 20.000 27.500 

9 Pemasangan Folley Kateter 15.000 25.000 40.000 

10 Punksi Lumbal 150.000 175.000 325.000 

11 WSD 330.000 500.000 830.000 

12 Injeksi 5.000 5.000 10.000 

13 Klisma 10.000 40.000 50.000 

14 Voorbreding 10.000 10.000 20.000 

15 
Spoling Chateter / Cooling 
Spoling 

10.000 25.000 35.000 

16 Vulva Hygiene 10.000 10.000 20.000 

17 

Debridement Luka       

a. Luka Kecil (1-5 cm) 22.000 25.000 47.000 

b. Luka Sedang (6-10 cm) 44.000 36.000 80.000 

c. Luka Besar (> 10 cm) 60.000 75.000 135.000 

18 Vagina Toucher 20.000 50.000 70.000 

19 Inspeculo 55.000 31.000 86.000 

20 Vagina Toilet 65.000 81.000 146.000 

21 Suntik KB 20.000 15.000 35.000 
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22 Rectal Toucher 65.000 81.000 146.000 

23 Suntik Serum 20.000 15.000 35.000 

24 Radian Warmer 15.000 15.000 30.000 

25 Light Therapy 75.000 150.000 225.000 

26 Pungsi Lumbal 50.000 200.000 250.000 

27 Infus Intraosues 50.000 200.000 250.000 

28 Umbilikal Kateter 50.000 120.000 170.000 

29 Infus Pump 25.000 30.000 55.000 

30 Syringe Pump 100.000 40.000 140.000 

31 Monitoring ECG 150.000 150.000 300.000 

32 Pasang Tampon Hidung 35.000 35.000 70.000 

33 Suction 180.000 180.000 360.000 

34 Pungsi Pleura 300.000 350.000 650.000 

35 Pungsi Lever 300.000 350.000 650.000 

36 Pungsi Asites 300.000 350.000 650.000 

37 Vena Seksi 300.000 350.000 650.000 

38 CTG 75.000 75.000 150.000 

39 Ambu 10.000 20.000 30.000 

40 Nebulizer 20.000 20.000 40.000 

41 Pemasangan ETT 180.000 200.000 380.000 

42 Aspirasi / Biopsi 450.000 500.000 950.000 

43 Extra Bed 20.000 20.000 40.000 

44 Sewa Incubator 82.500 - 82.500 

45 DC SHOCK 100.000 125.000 225.000 

46 CPAP 150.000 450.000 600.000 

 

3. PERSALINAN 

No. Tindakan Bedah Jasa Sarana  (Rp) Jasa Pelayanan (Rp) Jumlah (Rp) 

1 Persalinan Normal 400.000 600.000 1.000.000 

2 
Persalinan dengan tindakan 
vakum 

500.000 700.000 1.200.000 

3 Curatase 400.000 500.000 900.000 

4 Curatase dengan anastesi 1.000.000 1.000.000 2.000.000 

 Tindakan:    

 1. Manual Plasenta 400.000 350.000 750.000 

 
2. Manual Plasenta dengan  

anastesi 
1.000.000 1.000.000 2.000.000 

 3. Pasang Laminaria 50.000 50.000 100.000 

 4. Tindakan KBPP (IUP, Implant) 150.000 100.000 250.000 
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F. POLIKLINIK 

1. POLI BEDAH 

No. Tindakan Bedah Jasa Sarana (Rp) Jasa Pelayanan (Rp) Jumlah (Rp) 

1 Kecil 100.000 150.000 250.000 

2 Sedang 125.000 225.000 350.000 

3 Besar 150.000 275.000 425.000 

4 Khusus 200.000 400.000 600.000 

 

2. POLI THT 

No. Tindakan Jasa Sarana (Rp) Jasa Pelayanan (Rp) Jumlah (Rp) 

1 Corpus Alineum 130.000 95.000 225.000 

2 Cuci Sinus 130.000 95.000 225.000 

3 Infeksi Telinga 30.000 37.500 67.500 

4 Spoling Telinga 37.500 37.500 75.000 

5 Spoling Hidung 30.000 37.500 67.500 

 

3. POLI MATA 

No. Tindakan Jasa Sarana (Rp) Jasa Pelayanan (Rp) Jumlah (Rp) 

1 Sederhana 20.000 30.000 50.000 

2 Kecil 30.000 45.000 75.000 

3 Sedang 125.000 150.000 275.000 

4 Besar 175.000 250.000 425.000 

5 Khusus 250.000 250.000 500.000 

 

4. POLI KULIT KELAMIN 

No. Tindakan Jasa Sarana (Rp) Jasa Pelayanan (Rp) Jumlah (Rp) 

1 Sederhana 20.000 30.000 50.000 

2 Kecil 30.000 45.000 75.000 

3 Sedang 125.000 150.000 275.000 

4 Besar 175.000 250.000 425.000 

5 Khusus 250.000 250.000 500.000 

 

5. POLI SYARAF 

No. Tindakan Jasa Sarana (Rp) Jasa Pelayanan (Rp) Jumlah (Rp) 

1 Sederhana 30.000 45.000 75.000 

2 Kecil 125.000 150.000 275.000 

3 Sedang 175.000 250.000 425.000 

4 Besar 200.000 300.000 500.000 

5 Khusus 300.000 300.000 600.000 

 

6. POLI JANTUNG 

No. Tindakan Jasa Sarana (Rp) Jasa Pelayanan (Rp) Jumlah (Rp) 

1 EKG 40.000 60.000 100.000 

2 ECO 140.000 210.000 350.000 

3 Treadmill 140.000 210.000 350.000 
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7. POLI PARU 

No. Tindakan Jasa Sarana (Rp) Jasa Pelayanan (Rp) Jumlah (Rp) 

1 Sederhana 20.000 30.000 50.000 

2 Kecil 30.000 45.000 75.000 

3 Sedang 125.000 150.000 275.000 

4 Besar 175.000 250.000 425.000 

5 Khusus 250.000 250.000 500.000 

 

8. POLI JIWA 

No. Tindakan Jasa Sarana (Rp) Jasa Pelayanan (Rp) Jumlah (Rp) 

1 Sederhana 20.000 30.000 50.000 

2 Kecil 30.000 45.000 75.000 

3 Sedang 125.000 150.000 275.000 

4 Besar 175.000 250.000 425.000 

5 Khusus 250.000 250.000 500.000 

 

9. INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD) 

No. Tindakan Pelayanan  Jasa Sarana  (Rp) Jasa Pelayanan (Rp) Jumlah (Rp) 

1 Heacting 45.000 50.000 95.000 

a. Luka Jahitan 1-5 4.500 7.500 12.000 

b. Setiap pertambahan 1 jahitan      

    luka > 5 jahitan 
125.000 150.000 275.000 

c. pembersih luka        

- kecil 1-5 cm 30.000 25.000 55.000 

- sedang 6-10 cm 50.000 45.000 95.000 

- besar > 5 cm 75.000 100.000 175.000 

2 Kumbah Lambung 80.000 120.000 200.000 

3 Tindakan Emergency    

a. GE, Dehydrasi (ringan, sedang, 
berat) 

75.000 125.000 200.000 

b. Syok 100.000 200.000 300.000 

c. Reposisi 100.000 150.000 250.000 

d. Luka Bakar: 
 
 

  

-  Luka Bakar < 50% 100.000 100.000 200.000 

       -  Luka Bakar > 50% 150.000 150.000 300.000 

4 Pelayanan Umum 15.000 30.000 45.000 

5 Pelayanan Visum Et Revertum 50.000 75.000 125.000 

6 Extirpasi Benda Asing    

a. Kecil     

- Cerumen poof (1 telinga) 30.000 60.000 90.000 

- Padi, Kapas, Jagung 30.000 60.000 90.000 

b. Sedang    

    - Serangga 50.000 90.000 140.000 

- Kacang, manik-manik, mainan 50.000 90.000 140.000 

- Ekstraksi Kuku 50.000 90.000 140.000 

c. Besar    

- Mimis (Peluru senapan angin) 150.000 320.000 470.000 

- Extirpasi kutis, clavus 150.000 320.000 470.000 

- Insisi abses 150.000 320.000 470.000 
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7 Observasi di IGD    

a. s/d 6 jam 80.000 100.000 180.000 

b. 7 s/d 12 jam 90.000 130.000 220.000 

c. > 12 jam s/d 24 jam 100.000 150.000 250.000 

 

10. POLIKLINIK GIGI DAN MULUT 

No. Tindakan Pelayanan Jasa Sarana (Rp) Jasa Pelayanan (Rp) Jumlah (Rp) 

1 TUMPATAN 

 a. Sementara 25.000 25.000 50.000 

 b. Permanen    

  1. Silicate 22.000 22.000 44.000 

  2. Sinar Laser    

  - kls I 60.000 40.000 100.000 

  - kls III, IV 70.000 45.000 115.000 

  3. GIC Kls I, V 45.000 30.000 75.000 

  4. GIC Kls II 50.000 35.000 85.000 

2 SCALING 

 a. Score I 35.000 40.000 75.000 

 b. Score II 45.000 55.000 100.000 

 c. Score III 60.000 75.000 135.000 

 d. Score III + Sub Gingiva 80.000 95.000 175.000 

3 EXO/ELEMEN 

a. Decidui    

 1. Chlor Aethyl 18.000 20.000 38.000 

 2. Infiltrasi 25.000 25.000 50.000 

 3. Ulcus 28.000 30.000 58.000 

b. Permanen    

 1. Radix 35.000 30.000 65.000 

 2. Normal 41.000 35.000 76.000 

 3. Polip Granulom 50.000 40.000 90.000 

 4. Ancylose 60.000 45.000 105.000 

4 OPERASI TUMOR 

a. < 1 cm 60.000 85.000 145.000 

b. 1-2 cm 90.000 160.000 250.000 

c. > 2 cm 220.000 250.000 470.000 

5 LAIN-LAIN    

a. Socket Gusi 25.000 20.000 45.000 

b. Pulpotomy 25.000 18.000 43.000 

c. P.S.A 20.000 20.000 40.000 

d. Hecting I 20.000 18.000 38.000 

e. Incisiabcess / cm 45.000 65.000 110.000 

6 OPERASI DI LUAR KAMAR BEDAH 

 a. 1. impacted I 78.000 100.000 178.000 

  2. abnormal 195.000 185.000 380.000 

  3. embedded 285.000 380.000 665.000 

  4. alveolectomy 38.000 30.000 68.000 

  5. exostosis 30.000 30.000 60.000 
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  6. mucocele 116.000 150.000 266.000 

  7. overculectomy  105.000 140.000 245.000 

  8. frenectomy 50.000 155.000 205.000 

  9. gingivectomy 60.000 25.000 85.000 

 

b. 1. odontotectomy lebih 

    dua elemen 480.000 810.000 1.290.000 

2. enucleatie cysta 400.000 810.000 1.210.000 

3. block resectie 400.000 810.000 1.210.000 

4. fracture rahang simple 400.000 810.000 1.210.000 

5. reposisi / rahang fivatie 400.000 810.000 1.210.000 

6.  exatirpatie maxila dan 
mandibula 400.000 810.000 1.210.000 

7 OPERASI DI KAMAR BEDAH 

a. Fracture 3 regiomandibula 1.000.000 1.010.000 2.010.000 

b. Fracture maxila dan 

mandibula 125.000 1.350.000 1.475.000 

8 RONTGEN FOTO 

a. Phanoramex 27.000 38.000 65.000 

b. Intra Oral (dental x-ray) 8.000 12.000 20.000 

9 REHABILITASI GIGI / PROTESA GIGI (GIGI PALSU) 

a. Full protesa rahang atas/bawah : 

- plastic 140.000 100.000 240.000 

- keramik 207.000 136.000 343.000 

b. Parsial protesa 

- plastic 65.000 70.000 135.000 

- keramik 100.000 100.000 200.000 

c. Piks protesa 

- plastic 35.000 30.000 65.000 

- keramik 45.000 40.000 85.000 

d. Jaket protesa 

- plastic 10.500 10.000 20.500 

- keramik 11.500 10.000 21.500 

 

11. POLI VOLUNTARY COUNSELING AND TESTING (VCT) 

No. Jenis Layanan  Jasa Sarana (Rp)   Jasa Pelayanan(Rp)   Jumlah (Rp)  

1 Sederhana tanpa konseling             40.000               60.000          100.000  

2 
Kecil (Konseling, Vital sign, Ukur 

TB/BB 
            60.000               90.000          150.000  

3 Sedang            125.000             150.000          275.000  

4 Besar           175.000             250.000          425.000  

5 Khusus           250.000             250.000          500.000  

 

G. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN/ATAU DIAGNOSTIK 

1. Rehabilitasi Medik 

No. Tindakan Pelayanan Jasa Sarana (Rp) Jasa Pelayanan (Rp) Jumlah (Rp) 

1 Ultrasound 15.000 20.000 35.000 

2 Infra merah 15.000 20.000 35.000 

3 Interferential Frensi 15.000 20.000 35.000 
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4 Micro Wafe Diatermi MWD) 15.000 20.000 35.000 

5 Short Wafe Diatermi (SWD) 15.000 20.000 35.000 

6 Laser Theraphy 15.000 20.000 35.000 

7 Ergocycle 10.000 10.000 20.000 

8 Magneto 15.000 20.000 35.000 

9 Exercise Therapy 15.000 20.000 35.000 

10 Massage 15.000 20.000 35.000 

11 Chest Therapy 15.000 20.000 35.000 

 

2. Pelayanan Radiologi 

No. Tindakan Pelayanan Jasa Sarana (Rp) Jasa Pelayanan (Rp) Jumlah (Rp) 

1 Thorax Foto 142.500 142.500 285.000 

2 BNO 152.500 142.500 295.000 

3 Abdomen Polos/1 Posisi 152.500 152.500 305.000 

4 Abdomen 2 Posisi 257.500 257.500 515.000 

5 Abdomen 3 Posisi 362.500 362.500 725.000 

6 Cervical AP/L 182.500 182.500 365.000 

7 Thoracal AP/L 202.500 202.500 405.000 

8 Lumbal AP/L 202.500 202.500 405.000 

9 Thoracolumbal AP/L 202.500 202.500 405.000 

10 Lumbosacial AP/L 202.500 202.500 405.000 

11 Sacrum AP/L 202.500 202.500 405.000 

12 Schedel AP/L 182.500 182.500 365.000 

13 Mandibula AP/L 182.500 182.500 365.000 

14 Nasal 182.500 182.500 365.000 

15 Maxila 222.500 222.500 445.000 

16 Mastiod 222.500 222.500 445.000 

17 Sinus Paranasal 222.500 222.500 445.000 

18 TMJ 222.500 222.500 445.000 

19 Manus AP/obl 154.000 154.000 308.000 

20 Wrist Joint AP/L 154.000 154.000 308.000 

21 Antebrachi AP/L 202.500 202.500 405.000 

22 Elbow AP/L 154.000 154.000 308.000 

23 Humerus AP/L 202.500 202.500 405.000 

24 Shoulder 154.000 154.000 308.000 

25 Pedis AP/obl 154.000 154.000 308.000 

26 Angkle AP/L 154.000 154.000 308.000 

27 Cruris AP/L 202.500 202.500 405.000 

28 Genu/Knee Joint AP/L 154.000 154.000 308.000 

29 Femur AP/L 202.500 202.500 405.000 

30 Hip Joint  202.500 202.500 405.000 

31 Pelvic  177.500 177.500 355.000 

32 Thorax Top Lordotic 177.500 177.500 355.000 

33 Thorax AP/L 257.500 257.500 515.000 

34 Coccygeus AP/L 202.500 202.500 405.000 
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35 BNO/IVP 701.500 701.500 1.403.000 

36 Appendix 562.500 562.500 1.125.000 

37 MOF 562.500 562.500 1.125.000 

38 COLON 612.500 612.500 1.225.000 

 

3. Pelayanan Farmasi 

No Tindakan 

Kelas II, III 
Kelas I, VIP, VVIP 

ICU/NICU 

Jasa 
Sarana 

(Rp) 

Jasa 
Pelayanan 

(Rp) 

Tarif 
(Rp) 

Jasa 
Sarana 

(Rp) 

Jasa 
Pelayanan 

(Rp) 

Tarif 
(Rp) 

1 Obat Jadi / Alat Kesehatan 960 240 1.200 1.120 560 1.680 

2 Obat Racik s/d 30 bungkus 1.200 600 1.800 1.440 1.080 2.520 

3 
Obat Racik > 30 bungkus s/d 
60 bungkus 

1.314 986 2.300 1.610 1.610 3.220 

4 Obat Racik > 60 bungkus 1.450 1.450 2.900 2.030 2.030 4.060 

5    Obat dikapsul 850 850 1.700 1.058 1.322 2.380 

6 Kemas Salep Jadi 240 960 1.200 1.120 560 1.680 

7 Racik Salep 850 850 1.700 1.058 1.322 2.380 

8 Pelayanan Konsultasi Obat 1.160 4.640 5.800 1.354 6.766 8.120 

9 Pelayanan Informasi Obat 1.160 4.640 5.800 1.354 6.766 8.120 

10 Pemantauan Obat 1.600 6.400 8.000 1.867 9.333 11.200 

 

4. Pelayanan Instalasi Laboratorium 

No Tindakan Pelayanan Jasa Sarana (Rp) 
Jasa Pelayanan 

(Rp) 
Jumlah (Rp) 

1 HEMATOLOGI    

a. Darah Rutin 3 DIFF 50.000 50.000 100.000 

b. Darah Rutin 5 DIFF 62.500 62.500 125.000 

c. Laju Endap Darah /BSS 12.500 12.500 25.000 

d. Difftel 15.000 35.000 50.000 

e. Morfologi Darah Tepi 37.500 87.500 125.000 

f. Morfologi Malaria (mikroskopik) 32.500 45.500 78.000 

g. Golongan Darah 12.500 12.500 25.000 

2 FAECES RUTIN 18.750 18.750 37.500 

3 URINE RUTIN 18.750 18.750 37.500 

4 TES KOAGULASI    

a. Waktu Pendarahan 12.500 12.500 25.000 

b. Waktu Pembekuan 18.750 18.750 37.500 

5 FAAL HATI    

a. SGOT / AST 25.000 25.000 50.000 

b. SGPT / ALT 25.000 25.000 50.000 

c. Gamma GT 37.500 37.500 75.000 

d. LDH 25.000 25.000 50.000 

e. Billirubin Total 25.000 25.000 50.000 

f. Billirubin Direct 25.000 25.000 50.000 

g. Protein Total 31.250 31.250 62.500 

h. Albumin 31.250 31.250 62.500 

6 TEST GULA DARAH    

 a. Glucosa Puasa 18.750 18.750 37.500 

 b. Glucosa 2 jam PP 18.750 18.750 37.500 
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 c. Glucosa sewaktu 18.750 18.750 37.500 

 d. HbA1c 93.750 93.750 187.500 

7 LEMAK    

a. Cholesterol Total 42.500 25.000 67.500 

b. Cholesterol LDL 43.750 43.750 87.500 

c. Cholesterol HDL 43.750 43.750 87.500 

d. Trigliserida 31.250 31.250 62.500 

8 JANTUNG    

a. CK 75.000 75.000 150.000 

b. CK-MB 106.250 106.250 212.500 

c. LDH 47.500 47.500 95.000 

9 GINJAL    

a. Ureum 25.000 25.000 50.000 

b. Creatinin 25.000 25.000 50.000 

c. Asam Urat 25.000 25.000 50.000 

d. Urea Clearance 50.000 50.000 100.000 

e. Creatinin Clearance 42.500 42.500 85.000 

f. Miroalbumin urine 112.500 112.500 225.000 

10 ELEKTROLIT    

a. Kalium 31.250 31.250 62.500 

b. Natrium 31.250 31.250 62.500 

c. Chlorida 43.750 43.750 87.500 

d. Calcium 43.750 43.750 87.500 

e. Magnesium 43.750 43.750 87.500 

11 PROFIL PANKREAS    

a. Lipase 93.750 93.750 187.500 

b. Amilase 93.750 93.750 187.500 

12 AGDA (Analisa Gas Darah) 312.500 312.500 625.000 

13 IMMUNOLOGI - SEROLOGI    

a. Test Kehamilan 18.750 18.750 37.500 

b. Widal Test 45.000 45.000 90.000 

c. IgG / IgM Anti Dengue 156.250 156.250 312.500 

d. NS1 Dengeu 156.250 156.250 312.500 

e. Malaria Test 55.000 55.000 110.000 

f. Anti HbsAG Device 21.750 72.500 94.250 

g. Anti HCV Device 65.000 65.000 130.000 

h. Syhilis Device 70.000 70.000 140.000 

i. Anti HIV Device 125.000 125.000 250.000 

14 CSP    

a. Albumin 31.250 31.250 62.500 

b. Glucosa 31.250 31.250 62.500 

c. Nonne – pandy 31.250 31.250 62.500 

15 NARKOBA    

 a. Morphine 45.000 45.000 90.000 

 b. TBC Marijuana 45.000 45.000 90.000 

 c. Amphetamine 45.000 45.000 90.000 

 d. Methamphetamine 45.000 45.000 90.000 

 e. Narkoba 3 item 40.500 135.000 175.500 
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 f. Narkoba 4 item 180.000 180.000 360.000 

16 T3           160.000             50.000          210.000  

17 T4           145.000             50.000          195.000  

18 TSH           160.000             50.000          210.000  

19 Troponin I           180.000           100.000          280.000  

20 PCT           225.000           125.000          350.000  

21 Anti HAV             90.000             75.000          165.000  

22 PT             25.000             25.000            50.000  

23 APTT             25.000             25.000            50.000  

24 PCR           175.000           125.000          300.000  

25 ANTI GEN             55.000             45.000          100.000  

26 

LAIN-LAIN       

a. Analisa Sperma             45.000             45.000            90.000  

b. KOH 10%             75.000             75.000          150.000  

27 Tuber Test           175.000           175.000          350.000  

 

5. BANK DARAH / UTD 

No Uraian Satuan 
Jasa Sarana  

(Rp) 

Jasa Pelayanan  

(Rp) 

Jumlah  

(Rp) 

1 Biaya Cross Match Per Unit 50.000 50.000 100.000 

2 Biaya Washing Unit 40.000 40.000 80.000 

3 Kantong Darah Plebotomi kantong 87.500 87.500 175.000 

4 WB (Whole Blood) kantong 230.000 200.000 430.000 

5 PCR (Packed Red Cell) 175 cc kantong 225.000 225.000 450.000 

 

6. ENDOSKOPI/EKG/BRONCHOSCOPY 

No Tindakan Pelayanan Jasa Sarana  (Rp) Jasa Pelayanan (Rp) Jumlah (Rp) 

1 ENDOSCOPY    

- gastro 227.500 227.500 455.000 

- biopsy 240.500 240.500 481.000 

- ligase 279.500 279.500 559.000 

- colonoscopy 292.500 292.500 585.000 

2 EKG 50.000 60.000 110.000 

3 USG 100.000 80.000 180.000 

 a. USG Liver 150.000 150.000 300.000 

 b. USG Spleen 150.000 150.000 300.000 

 c. USG Ball Bladder 150.000 150.000 300.000 

 d. USG Upper Abdomen 250.000 250.000 500.000 

 e. USG Lower Abdomen 200.000 200.000 400.000 

 f. USG Upper Lower Abdomen 400.000 400.000 800.000 

 g. USG Ginjal / Tractus Urinaria 220.000 220.000 440.000 

 h. USG Thorax 170.000 170.000 340.000 

 
i. USG Small Organ, Breast, 
Tyroid, Testis 

170.000 170.000 340.000 

 j. USG Peripheral Vaseular 170.000 170.000 340.000 

 k. USG Organ Superfisial 170.000 170.000 340.000 

 l. USG Vaseular Acces Dopler 280.000 280.000 560.000 

 m. Tuntunan USG Pada Biopsi 170.000 170.000 340.000 
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 n. USG Kepala Bayi 170.000 170.000 340.000 

o. USG Transvaginal/Transrectal 245.000 245.000 490.000 

p. USG Appendix 170.000 170.000 340.000 

4 Bronchoscopy 156.000 104.000 260.000 

5 EEG 156.000 104.000 260.000 

 

7. PEMAKAIAN GAS MEDIS 

No Uraian Satuan 
Jasa Sarana  

(Rp) 

Jasa Pelayanan  

(Rp) 
Jumlah (Rp) 

1 Oksigen (O2) perliter 155 45 200 

2 Nitrogen perliter 400 400 800 

3 CO2 perliter 75 25 100 

 

8. HEMODIALISA 

No Uraian Satuan 
Jasa Sarana  

(Rp) 

Jasa Pelayanan  

(Rp) 
Jumlah (Rp) 

1 Hemodialisa 
/ 

Kunjungan 
845.000 150.000 995.000 

 

9. PELAYANAN ICU/PICU/NICU 

No Uraian Jasa Sarana (Rp) Jasa Pelayanan (Rp) Jumlah (Rp) 

1 Intubasi Endotracheal/Resusitasi 
Jantung Paru Otak 

150.000 500.000 650.000 

2 Defibrilator 150.000 300.000 450.000 

3 Kanulasi Vena Periper/NGT/Catheter 
Urine 

150.000 150.000 300.000 

4 Kanulasi Vena Sentral 150.000 800.000 950.000 

5 Double Lumen Hemodialisa 150.000 1.000.000 1.150.000 

6 Punksi Lumbal 150.000 700.000 850.000 

 

10. PELAYANAN INSTALASI KAMAR JENAZAH 

No Tindakan Pelayanan Jasa Sarana  (Rp) Jasa Pelayanan (Rp) Jumlah (Rp) 

1 RAWAT INAP JENAZAH    

a. Ruang Biasa / hr 95.000 105.000 200.000 

b. Ruang Pendingin / hr 150.000 155.000 305.000 

2 PEMERIKSAAN JENAZAH    

a. Periksa luar 100.000 175.000 275.000 

b. Periksa dalam/otopsi 250.000 550.000 800.000 

3 PERBAIKAN JENAZAH    

a. Hecting 1 s/d 10 100.000 80.000 180.000 

b. Hecting 10 s/d 20 130.000 120.000 250.000 

c. Hecting > 20 150.000 160.000 310.000 

4 PENGAWET JENAZAH    

a. Untuk 1 (satu) hari 140.000 360.000 500.000 

b. Untuk 2 (dua) hari 190.000 510.000 700.000 

c. Untuk 3 (tiga) hari 245.000 655.000 900.000 

d. Untuk > 3 (tiga) hari 300.000 900.000 1.200.000 

5 KAIN KAFAN    

a. Kain Kafan Bayi/anak 85.000 150.000 235.000 

b. Kain Kafan Dewasa 150.000 250.000 400.000 
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6 PETI MATI    

 a. Peti Mati Anak/Bayi 1.700.000  1.700.000 

 b. Peti Mati Dewasa Biasa 3.000.000  3.000.000 

 c. Peti Mati Dewasa LUX 6.000.000  6.000.000 

 d. Peti Mati Dewasa Super LUX 8.000.000  8.000.000 

7 PEMAKAMAN JENAZAH 132.000 143.000 275.000 

8 SALON JENAZAH (Rias Jenazah) 300.000 250.000 550.000 

9 MEMBERSIHKAN/MEMANDIKAN 
JENAZAH 

50.000 250.000 300.000 

 

11. PELAYANAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH 

a. Tarif Ambulance antar kota 

No. Klasifikasi  Jasa Sarana  (Rp) Jasa Pelayanan (Rp) Jumlah (Rp) 

1. Aek Kanopan 
                 

1.419.000  
                

1.161.000  
        

2.580.000  

2. Aek Loba 
                 

1.287.000  
                

1.053.000  
        

2.340.000  

3. Aek Nabara 
                 

1.925.000  
                

1.575.000  
        

3.500.000  

4. Ajamu 
                 

2.156.000  
                

1.764.000  
        

3.920.000  

5. Bagan Batu 
                 

2.260.500  
                

1.849.500  
        

4.110.000  

6. Bagan Siapi-api 
                 

3.019.500  
                

2.470.500  
        

5.490.000  

7. Bahorok 
                 

1.089.000  
                       

891.000  
        

1.980.000  

8. Bakkara 
                    

478.500  
                    

391.500  
            

870.000  

9. Balige 
                    

775.500  
                    

634.500  
        

1.410.000  

10. Banda Aceh 
                 

4.075.500  
                

3.334.500  
        

7.410.000  

11. Bandar Baru 
                    

572.000  
                    

468.000  
        

1.040.000  

12. Bandara Kuala Namu 
                    

990.000  
                    

810.000  
        

1.800.000  

13. Bandara Silangit 
                    

770.000  
                    

630.000  
        

1.400.000  

14. Barus 

                    

880.000  

                    

720.000  

        

1.600.000  

15. Batang Toru 
                 

1.419.000  
                

1.161.000  
        

2.580.000  

16. Belawan 
                    

979.000  
                    

801.000  
        

1.780.000  

17. Berastagi 
                    

467.500  
                    

382.500  
            

850.000  

18. Besitang 
                 

1.369.500  
                

1.120.500  
        

2.490.000  

19. Binjai 
                    

913.000  
                    

747.000  
        

1.660.000  

20. Blangkejeren 
                 

1.243.000  
                

1.017.000  
        

2.260.000  

21. Cikampak 
                 

2.304.500  
                

1.885.500  
        

4.190.000  

22. Delitua 

                    

770.000  

                    

630.000  

        

1.400.000  

23. Dolok Masihul 
                 

1.177.000  
                    

963.000  
        

2.140.000  

24. Dolok Sanggul 
                    

489.500  
                    

400.500  
            

890.000  

25. Dumai 
                 

3.080.000  
                

2.520.000  
        

5.600.000  

26. Duri 

                 

3.106.500  

                

2.542.500  

        

5.649.000  

27. Galang 
                    

990.000  
                    

810.000  
        

1.800.000  

28. Garoga 
                 

1.050.500  
                    

859.500  
        

1.910.000  

29. Gebang 
                 

1.111.000  
                    

909.000  
        

2.020.000  
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30. Gunung Tua 
                 

1.829.000  
                

1.467.000  
        

3.296.000  

31. Haranggaol 

                    

467.500  

                    

382.500  

            

850.000  

32. Indrapura 
                 

1.347.500  
                

1.102.500  
        

2.450.000  

33. Kabanjahe 
                    

440.000  
                    

360.000  
            

800.000  

34. Kisaran 
                 

1.419.000  
                

1.161.000  
        

2.580.000  

35. Kota Buluh 
                    

660.000  
                    

540.000  
        

1.200.000  

36. Kota Pinang 
                 

2.255.000  
                

1.845.000  
        

4.100.000  

37. Kuala Simpang 

                 

1.265.000  

                

1.035.000  

        

2.300.000  

38. Kuala Tanjung 
                 

1.265.000  
                

1.035.000  
        

2.300.000  

39. Kutacane 
                    

742.500  
                    

607.000  
        

1.349.500  

40. Laguboti 
                    

825.000  
                    

675.000  
        

1.500.000  

41. Langsa 
                 

1.705.000  
                

1.395.000  
        

3.100.000  

42. Lhokseumawe 
                 

2.640.000  
                

2.160.000  
        

4.800.000  

43. Lima Puluh 
                 

1.320.000  
                

1.080.000  
        

2.400.000  

44. Lintong Ni Huta 
                    

605.000  
                    

495.000  
        

1.100.000  

45. Lubuk Pakam 
                    

990.000  
                    

810.000  
        

1.800.000  

46. Mandoge 
                    

990.000  
                    

810.000  
        

1.800.000  

47. Manduamas 
                    

770.000  
                    

630.000  
        

1.400.000  

48. Merek 
                    

357.000  
                    

292.500  
            

649.500  

49. Meulaboh 
                 

2.475.000  
                

2.025.000  
        

4.500.000  

50. Muara 
                    

715.000  
                    

585.000  
        

1.300.000  

51. Nainggolan 
                    

660.000  
                    

540.000  
        

1.200.000  

52. Natal (Mandailing) 
                 

1.960.000  
                

1.800.000  
        

3.760.000  

53. Negeri Lama 
                 

2.255.000  
                

1.845.000  
        

4.100.000  

54. Onan Ganjang 

                    

660.000  

                    

540.000  

        

1.200.000  

55. Onan Runggu 
                    

660.000  
                    

540.000  
        

1.200.000  

56. Padang 
                 

4.125.000  
                

3.375.000  
        

7.500.000  

57. Padang Sidempuan 
                 

1.457.000  
                

1.192.500  
        

2.649.500  

58. Pahae 
                 

1.045.000  
                    

855.000  
        

1.900.000  

59. Pakkat 
                    

852.500  
                    

697.000  
        

1.549.500  

60. Palipi 
                    

605.000  
                    

495.000  
        

1.100.000  

61. Pancur Batu 
                    

715.000  
                    

585.000  
        

1.300.000  

62. Pandan 
                 

1.210.000  
                    

990.000  
        

2.200.000  

63. Pangaribuan 
                    

935.000  
                    

765.000  
        

1.700.000  

64. Pangkalan Brandan 
                 

1.292.500  
                

1.057.500  
        

2.350.000  

65. Pangkalan Susu 
                 

1.320.000  
                

1.080.000  
        

2.400.000  

66. Pangururan 

                    

495.000  

                    

405.000  

            

900.000  

67. Parapat 
                    

880.000  
                    

720.000  
        

1.600.000  

68. Parlilitan 
                    

742.500  
                    

607.500  
        

1.350.000  

69. Parsoburan 
                 

1.045.000  
                    

855.000  
        

1.900.000  
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70.  Pasaman 
                 

3.025.000  
                

2.475.000  
        

5.500.000  

71. Pekanbaru 

                 

3.987.500  

                

3.262.500  

        

7.250.000  

72. Pematang Siantar 
                    

742.500  
                    

607.500  
        

1.350.000  

73. Penyabungan 
                 

2.200.000  
                

1.800.000  
        

4.000.000  

74. Perbaungan 
                 

1.100.000  
                    

900.000  
        

2.000.000  

75. Percut 
                    

935.000  
                    

765.000  
        

1.700.000  

76. Perdagangan 
                 

1.100.000  
                    

900.000  
        

2.000.000  

77. Pinang Sori 

                 

1.430.000  

                

1.170.000  

        

2.600.000  

78. Porsea 
                    

880.000  
                    

720.000  
        

1.600.000  

79. Rantauprapat 
                 

1.925.000  
                

1.575.000  
        

3.500.000  

80. Raya 
                    

715.000  
                    

585.000  
        

1.300.000  

81. Rimo 
                    

825.000  
                    

675.000  
        

1.500.000  

82. Salak 
                    

412.500  
                    

337.500  
            

750.000  

83. Saribu Dolok 
                    

495.000  
                    

405.000  
            

900.000  

84. Sei Rampah 
                 

1.182.500  
                    

967.500  
        

2.150.000  

85. Sibande 
                    

440.000  
                    

360.000  
            

800.000  

86. Sibolga 
                 

1.100.000  
                    

900.000  
        

2.000.000  

87. Siborong-borong 
                    

742.500  
                    

607.500  
        

1.350.000  

88. Singkil 
                    

880.000  
                    

720.000  
        

1.600.000  

89. Sipahutar 
                    

852.500  
                    

697.500  
        

1.550.000  

90. Sipirok 
                 

1.292.500  
                

1.057.500  
        

2.350.000  

91. Sorkam 
                 

1.265.000  
                

1.035.000  
        

2.300.000  

92. Stabat 
                 

1.045.000  
                    

855.000  
        

1.900.000  

93. Subulussalam 
                    

495.000  
                    

405.000  
            

900.000  

94. Takengon 

                 

3.025.000  

                

2.475.000  

        

5.500.000  

95. Tanah Jawab.  
                    

880.000  
                    

720.000  
        

1.600.000  

96. Tanjung Balai 
                 

1.457.500  
                

1.192.500  
        

2.650.000  

97. Tanjung Morawa 
                    

907.500  
                    

742.500  
        

1.650.000  

98. Tapak Tuan 
                 

1.320.000  
                

1.080.000  
        

2.400.000  

99. Tarutung 
                    

852.500  
                    

697.500  
        

1.550.000  

100. Tebing Tinggi 
                 

1.072.500  
                    

877.500  
        

1.950.000  

101. Tele 
                    

385.000  
                    

315.000  
            

700.000  

102. Tiga Dolok 
                    

852.500  
                    

697.500  
        

1.550.000  

103. Tiga Runggu 
                    

495.000  
                    

405.000  
            

900.000  

104. Tigapanah 
                    

385.000  
                    

315.000  
            

700.000  

105. Tomok 
                    

742.500  
                    

607.500  
        

1.350.000  

Catatan: Tarif untuk kota lainnya yang tidak tertera disesuaikan dengan kota terdekat 
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b. Tarif Ambulance RSUD Sidikalang ke RS lain 

No. Klasifikasi Jasa Sarana  (Rp) Jasa Pelayanan (Rp) Jumlah (Rp) 

1. RSUD Kabanjahe 418.000 342.000 760.000 

2. RSUD Efarina Etaham 440.000 360.000 800.000 

3. RSUD Amanda 467.500 382.500 850.000 

4. RSUP H. Adam Malik 748.000 612.000 1.360.000 

5. RSJ. Prof. DR. M. Ildrem 753.500 616.500 1.370.000 

6. RSU Bina Kasih 825.000 675.000 1.500.000 

7. RSU Mitra Sejati 786.500 643.500 1.430.000 

8. RSU USU 792.000 648.000 1.440.000 

9. RSU Sembiring Deli Tua 825.000 675.000 1.500.000 

10. RSU Vina Estetika 803.000 657.000 1.460.000 

11. RSU Mitra Medika Amplas 808.500 661.500 1.470.000 

12. RSU Herna Medan 792.000 648.000 1.440.000 

13. RSU Royal Prima 808.500 661.500 1.470.000 

14. RSU Advent Medan 803.000 657.000 1.460.000 

15. RSU Bunda Thamrin 797.500 652.500 1.450.000 

16. RSU Sari Mutiara 803.000 657.000 1.460.000 

17. RSU Malahayati 797.500 652.000 1.449.500 

18. RSU Columbia Asia 803.000 657.000 1.460.000 

19. RSU Siloam 803.000 657.000 1.460.000 

20. RSU Murni Teguh 808.500 661.500 1.470.000 

21. RSU Permata Bunda 819.500 670.500 1.490.000 

22. RSU Santa Elisabeth Medan 797.500 652.000 1.449.500 

23. RSIA Stella Maris 808.500 661.500 1.470.000 

24. RSU Martha Friska Multatuli 814.000 666.000 1.480.000 

25. RSU Pirngadi Medan 825.000 675.000 1.500.000 

26. RSU Imelda Brayan Medan 841.500 688.500 1.530.000 

27. 
RSU Martha Friska Brayan 

Medan 
847.000 693.000 1.540.000 

28. RSU Haji Medan 880.000 720.000 1.600.000 

Catatan: Tarif untuk RS lainnya yang tidak tertera disesuaikan dengan RS terdekat 

 

c. Tarif Ambulance RSUD Sidikalang dalam Kabupaten Dairi 

No. Klasifikasi Jasa Sarana  (Rp) Jasa Pelayanan (Rp) Jumlah (Rp) 

1. Sidikalang, Sitinjo, Berampu, 
Lae Parira dan Siempat Nempu 
Hulu 

110.000 90.000 200.000 

2. Parbuluan, Siempat Nempu 
Hilir, Tiga Lingga, Pegagan Hilir, 
dan Sumbul s/d 35 km 

165.000 135.000 300.000 

3. Silahisabungan, Tanah Pinem, 
Gunung Sitember s/d 50 km 

165.000 135.000 300.000 
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H. PELAYANAN LAINNYA 

1. KONSULTASI KHUSUS 

No Tindakan 
Jasa Sarana  

(Rp) 

Jasa Pelayanan  

(Rp) 

Jumlah 

 (Rp) 

1 Psikiatri  10.000 45.000 55.000 

2 Gizi Umum dan Khusus 10.000 30.000 40.000 

 

2. LAYANAN LAUNDRY 

No Tindakan 
Jasa Sarana  

(Rp) 

Jasa Pelayanan  

(Rp) 

Jumlah 

 (Rp) 

1 Loundry Pakaian Bayi/kg 10.000 7.000 17.000 

2 Loundry Pakaian Anak-anak/kg 10.000 7.000 17.000 

3 Loundry Pakaian Dewasa/kg 10.000 6.000 16.000 

4 Selimut/lembar 10.000 12.000 22.000 

 

3. PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

NO. TINDAKAN PELAYANAN SATUAN 
 JASA 

SARANA 
(Rp)  

 JASA 
PELAYANAN 

(Rp)  

  JUMLAH  
(Rp)  

1. KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN       

  A.  PRAKTIK PENDIDIKAN KESEHATAN & NON 
KESEHATAN 

      

  
- Siswa SMK/SMU per siswa/gel 30.000 20.000 50.000 

  
- Mahasiswa D III per mahasiswa/gel 30.000 20.000 50.000 

  
- Mahasiswa D IV-S1 per mahasiswa/gel 30.000 20.000 50.000 

  
- Profesi Keperawatan per mahasiswa/gel 30.000 20.000 50.000 

  
- Profesi Dokter per mahasiswa/gel 30.000 20.000 50.000 

  B.  MAGANG       
                     

-  

  
1.   Magang kerja per orang/bulan 250.000 250.000 500.000 

  
   2.   Magang peserta   

Pendidikan 
per orang/bulan 250.000 250.000 500.000 

2. 
KEGIATAN STUDI 
BANDING       

                     
-  

 a.   Biaya studi banding per kunjungan/orang 50.000 50.000         100.000  

 
b.   Round table discuss           

(-5 orang) 
  200.000 300.000         500.000  

 c.   Paket 5 orang kelipatan 200.000 100.000         300.000  

3. LAIN-LAIN 
                           

-  

 Praktek ekstra mahasiswa 
per orang/ 

minggu/lokasi 
75.000 25.000 100.000 
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4. SEWA LAINNYA 

NO. TINDAKAN PELAYANAN SATUAN 

 JASA 

SARANA  
(Rp)  

 JASA 

PELAYANAN 
(Rp)  

  JUMLAH  

(Rp)  

1. A.  Biaya sewa aula 
per kali 

pemakaian 
500.000 100.000 600.000 

 B.   Sewa lahan per bulan 50% pendapatan 

 C.  Sewa kantin bertahap sesuai perjanjian 

 

5. PARKIR DAN LAINNYA 

NO. TINDAKAN PELAYANAN HARGA (Rp) 

1. Parkir   

  Kurang dari 12 jam:   

  a.   Kendaraan roda 2 (dua) 
                                                                                                                

2.000  

  b.   Kendaraan roda 4 (empat) 
                                                                                                                

3.000  

  Lebih dari 12 jam:   

  a.  Kendaraan roda 2 (dua) 
                                                                                                              

10.000  

  b.   Kendaraan roda 4 (empat) 
                                                                                                              

20.000  

2. Lainnya   

  Penitipan helm:   

  a.   Kurang dari 12 jam 
                                                                                                              

10.000  

  b.   Lebih dari 12 jam 
                                                                                                                

2 .000  

 

 

      BUPATI DAIRI, 

 

              ttd. 

 

      EDDY KELENG ATE BERUTU 
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LAMPIRAN II 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI 

NOMOR 
TENTANG 

: 
: 

1 TAHUN 2024 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 
DAERAH 

 

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS 

PELAYANAN KEBERSIHAN 

 

No. Klasifikasi Objek Retribusi      Tarif Retribusi  Keterangan 

  A. Rumah Tangga Rp10.000,00/RT/bulan  

  B. Bisnis 

 a.  Bisnis Kecil Rp20.000,00/bulan  

 b. Bisnis Menengah Rp50.000,00/bulan  

 c. Bisnis Besar Rp80.000,00/bulan  

  C. Fasilitas Masyarakat Milik Swasta 

 a.  Kecil  Rp50.000,00/bulan  

 b.  Sedang Rp70.000,00/bulan  

 c.  Besar Rp80.000,00/bulan  

  D. Industri  

 a.  Kecil Rp55.000,00/bulan  

 b. Sedang Rp75.000,00/bulan  

 c. Menengah Rp100.000,00/bulan  

 d. Besar Rp120.000,00/bulan  

  E. Umum Rp50.0000,00/bulan  

  F. Sisa sampah pembangunan yang dilakukan oleh pihak swasta/ kontraktor dan 
dibuang ke tempat pembuangan akhir milik daerah dikenakan tarif 

Rp.50.000,00/m³ 

  G. Penyedotan Kakus : 

- Dalam Daerah ……………………….…………………...Rp600.000,00/hari 

- Luar Daerah …………………………………………… Rp1.000.000,00/hari 

H. Pengolahan Air Limbah Rp25.000,00/m³ 

 

      BUPATI DAIRI, 

 

              ttd. 

 

      EDDY KELENG ATE BERUTU 
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LAMPIRAN III 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI 

NOMOR 
TENTANG 

: 
: 

1 TAHUN 2024 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 
DAERAH 

 

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS 

PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM  

 

I Besarnya tarif parkir di tepi jalan umum untuk sekali parkir: 

 a.  Kendaraan Roda Dua...................................... Rp2.000,00 

 b. Kenderaan Roda Empat………………………...…. Rp3.000,00 

 c. Kendaraan Roda Enam…………………………….. Rp5.000,00 

 d. Kenderaan diatas roda enam………….………..… Rp10.000,00 

   

II Tarif  retribusi  parkir  becak  (roda tiga)  di  pangkalan  pada  jalan 

tertentu……………………..………………...Rp5.000,00/minggu. 

 

 

               BUPATI DAIRI, 

 

              ttd. 

 

      EDDY KELENG ATE BERUTU 
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LAMPIRAN IV 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI 

NOMOR 
TENTANG 

: 
: 

1 TAHUN 2024 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 
DAERAH 
 

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS  

PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN 

 

1. Untuk fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di sektor rekreasi dan 

sarana olahraga untuk satu kali parkir sebagai berikut: 
 

NO JAM / WAKTU PARKIR JENIS KENDARAAN TARIF  

1 1 kali parkir 

Roda Enam/Lebih/Kendaraan Rp9.000,00 

Roda Empat/Kendaraan Rp5.000,00 

Roda Dua dan Roda Tiga/Kendaraan Rp2.000,00 

 
 

2. Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga untuk sekali 

parkir: 
 

NO LOKASI JENIS KENDARAAN TARIF  

1. Taman Wisata Iman Sitinjo Roda Enam/Lebih/Kendaraan Rp9.000,00 

Roda Empat/Kendaraan Rp5.000,00 

Roda Dua dan Roda Tiga/Kendaraan Rp2.000,00 

2. Stadion Utama Sidikalang Roda Enam/Lebih/Kendaraan Rp5.000,00 

Roda Empat/Kendaraan Rp3.000,00 

Roda Dua dan Roda Tiga/Kendaraan Rp2.000,00 

3. Dermaga Apung Wisata 

Silahisabungan 

Roda Enam/Lebih/Kendaraan Rp9.000,00 

Roda Empat/Kendaraan Rp5.000,00 

Roda Dua dan Roda Tiga/Kendaraan Rp2.000,00 

 

               BUPATI DAIRI, 
 

              ttd. 

 

      EDDY KELENG ATE BERUTU 
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LAMPIRAN V 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI 

NOMOR 
TENTANG 

: 
: 

1 TAHUN 2024 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 
DAERAH 

 

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS 

PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK 

 

No Uraian Besar Retribusi  Ket 

A. Pemeriksaan Kesehatan Hewan (Ante Mortem)   

 - sapi, kerbau dan kuda Rp15.000,00/ekor  

 - babi, kambing dan domba  Rp5.000,00/ekor  

 - unggas Rp3.000,00/ekor  

B. Tempat Pemotongan Hewan   

 - sapi, kerbau dan kuda Rp20.000,00/ekor  

 - babi, kambing dan domba  Rp5.000,00/ekor  

 - unggas Rp3.000,00/ekor  

C Pemeriksaan Daging (Post Mortem)   

 - sapi, kerbau dan kuda Rp15.000,00/ekor  

 - babi, kambing dan domba  Rp5.000,00/ekor  

 - unggas Rp400,00/ekor  

 - babi hutan Rp300,00/kg  

 

      BUPATI DAIRI, 
 

              ttd. 

 

      EDDY KELENG ATE BERUTU 
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LAMPIRAN VI 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI 

NOMOR 
TENTANG 

: 
: 

1 TAHUN 2024 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 
DAERAH 

 

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS 

PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA 

 

A. TAMAN WISATA IMAN SITINJO 

Tiket Masuk : 

- Dewasa .…….……………………………………………. Rp12.000,-/orang/masuk 

- Anak-anak ……..……………………………………….. Rp5.000,-/orang/masuk 

- Membawa Kuda Tunggang ………………………….. Rp20.000,-/orang/masuk 

- Photografer/kamerawan ..................................... Rp10.000,-/orang/masuk 

- Pedagang asongan …………………………………….. Rp10.000,-/orang/masuk 

- Membawa sepeda untuk berdagang .................... Rp10.000,-/orang/masuk 

- Membawa gerobak/sejenis untuk berdagang....... Rp10.000,-/orang/masuk 

- Membawa kenderaan sepeda motor Roda 2 (dua) 

untuk berdagang  ............................................... 

 

Rp20.000,-/orang/masuk 

 

B. WISATA TAMAN FIRDAUS DI TWI 

1. Wahana Permainan Outbond “tiket memasuki 

wahana permainan outbond, tiket retribusi masuk 

hanya untuk penggunaan fasilitas outbond, tidak 

termasuk biaya peluru permainan Paint 

Ball…………………………………………………… 

Rp20.000,00/orang/jam 

2. Wahana Taman Firdaus  

 a. Permainan Laser Attack…………………………. Rp25.000,00/orang/30menit 

 b. Jejak Kaca dan Gambar 3 (Tiga) Dimensi…… Rp5.000,00/orang/30menit 

 

C. STADION OLAHRAGA 

  Stadion Olahraga  

- Kolam Renang :  

  Dewasa ……………………………….…………... Rp10.000,00/orang 

  Anak-anak ……………………………………….. Rp5.000,00/orang 

 - Pedagang  

  Pedagang Asongan ……………………………... Rp3.000,00/orang 

  Membawa Sepeda untuk berdagang …..…... Rp5.000,00/orang 

  Membawa gerobak/sejenis untuk 

berdagang ………………………………………... 

 

Rp5.000,00/orang 

  Membawa kendaraan roda 2 atau 3 untuk 

berdagang …………………………...…………… 

 

Rp10.000,00/orang 

  Membawa kendaraan roda 4 atau lebih 

untuk berdagang ………………………………. 

 

Rp20.000,00/orang 
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D. RUMAH TANGGAL SILAHISABUNGAN 

 Tiket Masuk : 

 - Dewasa ..…….……………………………………… Rp12.000,00/orang/masuk 

 - Anak-anak ……..………………………………….. Rp7.000,00/orang/masuk 

 

 

      BUPATI DAIRI, 
 

              ttd. 

 

      EDDY KELENG ATE BERUTU 
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LAMPIRAN VII 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI 

NOMOR 
TENTANG 

: 
: 

1 TAHUN 2024 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 
DAERAH 

 

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS 

PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH 

 

A. Tanaman Pangan dan Holtikultura 

No 
 

JENIS 
BIBIT / BENIH 

SPESIFIKASI 

SATUAN TARIF   Jenis 
Perbanyakan 

Tinggi 
Tanaman 

(cm) 

1 Jeruk Manis Okulasi 40-50 Batang Rp10.000,00 

2 Jeruk Lemon Okulasi 40-50 Batang Rp15.000,00 

3 Jeruk Purut Okulasi 40-50 Batang Rp15.000,00 

4 Durian Sambung 36-50 Batang Rp12.000,00 

5 Durian Sambung 25-35 Batang Rp8.000,00 

6 Mangga Sambung 36-50 Batang Rp10.000,00 

7 Mangga Sambung 25-35 Batang Rp7.500,00 

8 Alpukat Sambung 36-50 Batang Rp8.000,00 

9 Duku Sambung 36-50 Batang Rp8.000,00 

10 Manggis Sambung 36-50 Batang Rp7.000,00 

11 Lada panjat - - Batang Rp2.000,00 

12 Lada Perdu - - Batang Rp3.000,00 

13 Kakao Biji - Batang Rp2.500,00 

14 Kentang - - Kg. Rp10.000,00 

15 Bawang Merah  - - Kg. Rp15.000,00 

16 Kopi - - Batang Rp2.500,00 

 

 

B. Peternakan 

No. Jenis 

Ternak 

Kelompok 

Ternak 
Umur Satuan Tarif 

1. Babi Starter 2- 4 bln Ekor Rp1.000.000,00 

  Grower 4-6 bln Ekor Rp2.300.000,00 

  Finisher > 8 bln Ekor Rp3.300.000,00 

2.  Ayam Buras DOC 1-5 hari Ekor Rp7.000,00 

  Starter I 6-15 hari Ekor Rp10.000,00 

  Starter II 16-45 
hari 

Ekor Rp14.000,00 

  Grower > 45 hari Ekor Rp40.000,00 

3 Ayam Ras DOC 1-5 hari Ekor Rp5.000,00 

  Grower > 35 hari Ekor Rp35.000,00 
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C. Perikanan 

No. Nama Ikan Satuan Tarif  

A Benih Ikan Mas   

 a. Ukuran 1- 3 cm Ekor Rp100,00 

 b. Ukuran 3-5 cm Ekor Rp175,00 

 c. Ukuran 5-8 cm Ekor Rp375,00 

 d. Ukuran 8-10 cm Ekor Rp775,00 

 e. Ukuran 10-12 cm Ekor Rp1.275,00 

B Benih Ikan Nila   

 a. Ukuran 1-3 cm Ekor Rp100,00 

 b. Ukuran 3-5 cm Ekor Rp175,00 

 c. Ukuran 5-8 cm Ekor Rp375,00 

 d. Ukuran 8-10 cm Ekor Rp775,00 

 e. Ukuran 10-12 cm Ekor Rp1.275,00 

C Benih Ikan Lele Dumbo   

 a.Ukuran 3-5 cm Ekor Rp175,00 

 b.Ukuran 5-8 cm Ekor Rp375,00 

 c. Ukuran 8-10 cm Ekor Rp775,00 

 d. Ukuran 10-12 cm Ekor Rp1.275,00 

D Ikan Mas Konsumsi Kg Rp28.000,00 

E Ikan Nila Konsumsi Kg Rp23.000,00 

 

D. Pupuk 

Kompos …………………………….……..……….Rp10.000,00/zak (@20kg) 

 

 

      BUPATI DAIRI, 
 

              ttd. 

 

      EDDY KELENG ATE BERUTU 
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LAMPIRAN VIII 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI 

NOMOR 
TENTANG 

: 
: 

1 TAHUN 2024 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 
DAERAH 

 

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS 

PEMANFAATAN ASET DAERAH 

 

A. Pemakaian Alat-Alat Berat 

 

 

 

 

No. Jenis Alat Berat 
Dalam Daerah Luar Daerah 

Per jam  Per Hari  Per Hari  

1. Mesin Gilas    

 a. Barata 8-10 ton Rp100.000 Rp800.000 Rp960.000 

 b. Barata MGB 12,5 ton Rp125.000 Rp1.000.000 Rp1.200.000 

 c. Babyroller 100 Rp50.000 Rp400.000 Rp480.000 

 d. Anugrah 6-8 ton Rp100.000 Rp800.000 Rp960.000 

 e. Tandem Roller Rp100.000 Rp800.000 Rp960.000 

 f. Vibrator Bomag Rp100.000 Rp800.000 Rp960.000 

 g. Tyre Roller Sakai TS 150 Rp100.000 Rp800.000 Rp960.000 

 h. Barata 6-8 ton Rp90.000 Rp720.000 Rp864.000 

 i. Tandem Vibrator Roller Rp125.000 Rp1.000.000 Rp1.200.000 

2. Dump Truck Rp75.000 Rp600.000 Rp720.000 

3. Trado - Rp800.000 Rp960.000 

4. Bulldozer    

 a.Bulldozer Flat Alis Rp150.000 Rp1.200.000 Rp1.440.000 

 b.Bulldozer CAT Rp150.000 Rp1.200.000 Rp1.440.000 

 c. Bulldozer D5K XL Rp200.000 Rp1.600.000 Rp1.920.000 

 d. Bulldozer D39 Rp200.000 Rp600.000 Rp1.920.000 

5. Wheel Loader    

 a. Wheel Loader Kobelko Rp70.000 Rp560.000 Rp672.000 

 b. Wheel Loader Komatsu WA 

150  

Rp90.000 Rp720.000 Rp864.000 

 b. Wheel Loader Komatsu 

WA 150 

   

 c. Backhoe Loader  Rp150.000 Rp1.200.000 Rp1.440.000 

 d. Wheel Loader SDLG Rp150.000 Rp1.200.000 Rp1.440.000 

6. Motor Grader    

 a. Motor Grader 31 RC Rp90.000 Rp720.000 Rp864.000 

 b. Motor Grader GD 405 Rp100.000 Rp800.000 Rp960.000 

 c. Motor Grader CAT Rp150.000 Rp1.200.000 Rp1.440.000 

7. Excavator    

 a. Excavator EX 100 Rp125.000 Rp1.000.000 Rp1.200.000 

 b. Wheel Excavator Hunday Rp175.000 Rp1.400.000 Rp1.680.000 

 c. Excavator Rp200.000 Rp1.600.000 Rp1.920.000 

8. Asphalt Sparyer Rp35.000 Rp280.000 Rp336.000 

Keterangan : Lamanya Pemakaian Satu Hari = 8 (delapan) Jam 
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B. Alat-Alat Pertanian  

Pemakaian Alat (Pinjam Pakai Alsintan) Traktor roda 4 
 

Rp20.000,00/Rante 

  

C. Pemakaian Alat-Alat Laboratorium 

NO JENIS KEGIATAN LABORATORIUM SATUAN TARIF (Rp.) 

1. Uji Laboratorium untuk Jalan Mix Design Per benda uji Rp100.000,00 

2. Uji Laboratorium untuk  Job Mix Material Per benda uji Rp100.000,00 

3. Test Beton untuk beton bertulang Per benda uji Rp100.000,00 

 

D. Pemakaian Gedung 

1. Gedung Balai Budaya  

a. Tanpa Fasilitas 

a. jam 8.00 s/d 18.00 ……………………………………………… Rp1.000.000,00/hari 

b. setelah pukul 18.00, dikenakan tambahan biaya sebesar  Rp100.000,00/jam 

 

b. Dengan Fasilitas: soundsystem, projector, meja dan lain-lain.  

a. jam 8.00 s/d 18.00 ……………………………………….…… Rp2.000.000,00/hari 

b. setelah pukul 18.00, dikenakan tambahan biaya sebesar  Rp100.000,00/jam 

 

2. Gedung Nasional Djauli Manik 

a. Acara  Adat ................................................................... Rp1.000.000,00/hari 

b. Orpol/Ormas ................................................................ Rp600.000,00/hari 

c. Keagamaan ................................................................... Rp600.000,00/hari 

d. Olahraga ...................................................................... Rp600.000,00/hari 

e. Hiburan/komersial ....................................................... Rp2.000.000,00/hari 

 

3. Pemanfaatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja ……...    Rp250.000,00/hari 

 

 

E. Pemakaian Mess Pemerintah Kabupaten Dairi di Medan 

a. Kamar VIP  

(Fasilitas : Tempat Tidur, AC dan Kamar  

Mandi di Dalam)………………………………….. 

 

 

Rp100.000,00/kamar/malam 

b. Kamar Biasa (Fasilitas : Tempat tidur, 

Pendingin) 

- Umum  ....................................................... 

- Mahasiswa/Siswa........................................ 

 

 

Rp50.000,00/tempat tidur/malam 

Rp7.000,00/tempat tidur/malam 
 

 

F. Tarif Retribusi di Terminal 

Sewa ruang sebagai tempat usaha  

- Toko/Kios 2,5m x 4m …………………………………….…….….....Rp60.000,00/bulan 

- Rumah Makan 4m x 5m ………………………………..……….…....Rp70.000,00/bulan 

- Warung Kopi 2m x 4m…………………………………..…….….......Rp40.000,00/bulan 

 

 



 
 

116 

 

G. Sewa  Bus  Angkutan  Penumpang/Transportasi  Dinas Perhubungan dan 

supir sebesar ……………………………………………………Rp 1.500.000,00/hari 

 

H. Sarana Kebersihan 

           Pemanfaatan Amroll ……………………………………………..Rp250.000,00/bulan  

 

I. Taman Wisata Iman Sitinjo 

1. Sewa Penginapan Asrama.................................. Rp200.000,00/kamar/malam 

2. Aula Besar  ....................................................... Rp400.000,00/hari 

3. Aula Kecil .......................................................... Rp250.000,00/hari 
4. Sewa Penginapan dan Restoran Bahtera Nuh  

 a.  Aula  ………………………….……………………. Rp1.500.000,00/hari 

 b. Kamar VIP  ……………….………………………. Rp300.000,00/kamar/malam 
 

J.  Wisata Taman Firdaus Di TWI 

1. Wahana Taman Firdaus  

 a. Open Stage………………………………………..... Rp400.000,00/hari 

 b. Sound System Open Stage……………………… Rp1.000.000,00/hari 
2. Pemakaian Ruang Rapat dalam Perut Ular……….. Rp500.000,00/hari 

 

K.  Taman Rekreasi 

1. Pemakaian Lapangan Futsal……………………………. Rp20.000,00/jam 
2. Pemakaian Panggung Taman Rekreasi………………. Rp50.000,00/kegiatan 

 

L.  Stadion Olahraga 

1. Gelanggang Olahraga Serbaguna 

 - Bisnis .……………………………………………… Rp2.500.000,00/hari 

 - Ormas/Orpol …………………………………….. Rp1.500.000,00/hari 

 - Hiburan ……………………………………………. Rp1.500.000,00/hari 

 - Pendidikan ……………………………………….. Rp1.000.000,00/hari 

 - Keagamaan ……………………………………….. Rp500.000,00/hari 

2. Stadion Olahraga  

 - Bisnis……………………….………………………. Rp2.500.000,00/hari 

 - Ormas/Orpol …………………………………….. Rp1.500.000,00/hari 

 - Hiburan ………….………………………………… Rp1.500.000,00/hari 

 - Keagamaan ………………………………….……. Rp500.000,00/hari 
 - Komunitas Olahraga ……………………………. Rp50.000,00/hari 

 - Lapangan Bola Voli Out Door  
   Ormas/Orpol ……………………………..…  Rp150.000,00/hari/lapangan 

   Komunitas Olahraga ………………………    Rp25.000,00/hari/lapangan 

 

M. RUMAH TANGGAL SILAHISABUNGAN 

1. Sewa Plaza Kuliner 2m x 3m ………………………… Rp60.000,00/bulan 

2. Sewa Panggung Kesenian/Pertunjukan/ 

Amphiteater………………………………………………. 

 

Rp200.000,00/hari 
3. Sewa Sound System Panggung Kesenian…………. Rp500.000,00/hari 

4. Sewa Kios Cenderamata 2m x 2m………………….. Rp50.000,00/bulan 

 

 

 

 

 

 

 

BUPATI DAIRI, 
 

        ttd. 

 

EDDY KELENG ATE BERUTU 
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LAMPIRAN IX 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI 

NOMOR 
TENTANG 

: 
: 

1 TAHUN 2024 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 
DAERAH 

 

 

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA PERIZINAN TERTENTU 

ATAS PBG 

 
 

I. Rumus Perhitungan Retribusi 

Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas 

layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi 

bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG serta pencetakan plakat   

SLF. 

   

 

 

 

 

LLt : Luas Total Lantai.  

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi (sebelumnya dikenal dengan 

Harga Satuan Bangunan Gedung Negara). 

Ilo : Indeks Lokalitas yang merupakan persentase pengali terhadap 

SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai 

paling tinggi 0,5%. 

It : Indeks Terintegrasi. 

Ibg : Indeks BG Terbangun. 

LLi : Luas Lantai ke-i. 

LBi : Luas Basemen ke-i. 

If : Indeks Fungsi. 

bp : bobot parameter. 

Ip : Indeks parameter. 

Fm :Faktor kepemilikan. 

 

Keterangan: 

a. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST   

untuk Bangunan Gedung Negara sederhana yang ditetapkan setiap 

tahun oleh Pemerintah Daerah. SHST ini digunakan untuk perhitungan         

Rumus Perhitungan Retribusi 

Nilai retribusi (Nr) : LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg 

LLt : ∑ (LLi + LBi) 

It  : If x ∑ (bp x lp) x Fm 

 

 

 

 

It : If x ∑ (bp x Ip) x Fm 
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retribusi seluruh bangunan Gedung (milik Pemerintah dan bukan milik 

Pemerintah). 

b. Bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan HSBGN, dapat langsung 

menggunakan nilai tersebut sebagai SHST. 

 

 

A. Indeks Lokasitas (Ilo)  

Tabel 1. Indeks Lokalitas (Ilo) 

Indeks Lokalitas 

Jalan Nasional Jalan Provinsi Jalan Kabupaten Jalan 
Lingkungan 

0,5 0,5 0,5 0,4 

 

B. Indeks Terintegrasi (It)  

Tabel 2. Indeks Terintegrasi (It) 

 

Fungsi 

Indeks 

Fungsi  

(If) 

 

Klasifikasi 

Bobot 

Paramater 

(Bp) 

 

Parameter 

Indeks 

Paramater 

(Ip) 

Usaha 0,7 Kompleksifitas 0,3 a. Sederhana 

b. Tidak Sedehana 

1 

2 

Usaha (UMKM-

Prototipe) 

0,5 Permanensi 0,2 a. Non Permanen 

b. Permanen 

1 

2 

Hunian 

 

a. <100m2 

dan <2 

lantai 

 

b. >100 m2 

dan >2 

lantai 

 

Keagamaan 

 

Fungsi Khusus 

 

 

0,15 

 

 

 

0,17 

 

 

 

0 

 

1 

Ketinggian 0,5 *)Mengikuti Tabel 

Koefisian Jumlah 

Lantai 

*)Mengikuti 

Tabel 

Koefisian 

Jumlah 

Lantai 

Sosial Budaya 

Ganda/ 

Campuran 

a. Luas  

 <500 m2 

 dan <2 

 lantai 

 

b. Luas >500 

 m2 dan >2 

 lantai 

0,3 

 

 

0,6 

 

 

 

 

0,8 

Faktor Kepemilikan (Fm)    a.  Negara                          0 

                                          b.  Perorangan/Badan       1 

                                               Usaha 
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Tabel 3. Indeks BG Terbangun (Ibg) 

Jenis Pembangunan Indeks BG Terbangun 

Bangunan Gedung Baru 1 

Rehabilitasi/Renovasi BG 

a. Sedang 

b. Berat 

 

0,45 x 50% = 0,225 

0,65 x 50% = 0,325 

Pelestarian/Pemugaran 

a. Pratama 

b. Madya 

c. Utama 

 

0,65 x 50% = 0,325 

0,45 x 50% = 0,225 

0,30 x 50% = 0,150 

 

Tabel 4. Koefisian Jumlah Lantai 

Jumlah Lantai Koefisian Jumlah 

Lantai 

 

 

 

Jumlah 

Lantai 

Koefisian Jumlah 

Lantai 

Basemen 3 lapis + (n) 1,393 + 0,1 (n) 31 1,686 

Basemen 3 lapis  1,393 32 1,695 

Basemen 1 lapis 1,97 33 1,704 

1 1 34 1,713 

2 1,090 35 1,722 

3 1.120 36 1,730 

4 1,135 37 1,738 

5 1,162 38 1,746 

6 1,197 39 1,754 

7 1,236 40 1,761 

8 1,265 41 1,768 

9 1,299 42 1.775 

10 1,333 43 1,782 

11 1,364 44 1,789 

12 1,393 45 1,795 

13 1,420 46 1.801 

14 1,445 47 1,807 

15 1,468 48 1,813 

16 1,489 49 1,818 

17 1,508 50 1,823 

18 1,525 51 1,828 

19 1,541 52 1,833 

20 1,556 53 1,837 

21 1,570 54 1,841 
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22 1,584 55 1,845 

23 1,597 56 1,849 

24 1,610 57 1,853 

25 1,622 58 1,856 

26 1,634 59 1,859 

27 1,645 60 1,862 

28 1,656 60+(n) 1,862+0,003 (n) 

29 1,666  

30 1,676 

 

Keterangan: 

 Untuk basemen disebut Koefisian jumlah lapis; 

 Untuk lantai disebut Koefisian jumlah lantai; 

 Koefisian jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau 

lapis basemen pada bangunan gedung; 

 Di atas 3 lapis basemen, koefisian ditambahkan 0,1 setiap lapisnya; 

 Di atas 60 lantai, koefisian ditambahkan 0,003 setiap lantainya. 

 

Koefisian Ketinggian BG = 

 

(∑ (LLi x KL)) + (LBi x KB)) 

        (∑ LLi + ∑LBI) 

 

LLi : Luas Lantai ke-i 

KL : Koefisian jumlah lantai 

LBi : Luas Basemen ke-i 

KBi : Koefisian Jumlah Lapis 

 

A. Contoh Penetapan Indeks Perhitungan Besarannya Retribusi Bangunan 

Gedung 

 

1. Fungsi Hunian 

Fungsi 
Indeks 

Fungsi 
bp x Ip Klasifikasi dan Parameter 

Rumah 

Tinggal 
0,15 

0,3 x 1          = 0,3 

0,20 x 2,00  = 0,40 

0,50 x 1,00 = 0,50 

∑ (bp x Ip)    1,2 

Kompleksitas: sederhana 

Permanensi: Permanen 

Ketinggian: 1 lantai 

Kepemilikan: perorangan 

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 

Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18 
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2. Fungsi Keagamaan 

Fungsi 
Indeks 

Fungsi 
bp x Ip Klasifikasi dan Parameter 

Masjid 0,0 

0,3 x 1,00       = 0,30 

0,20 x 2,00  = 0,40 

0,50 x 1,090 = 0,545 

∑ (bp x Ip)    1,245 

Kompleksitas: sederhana 

Permanensi: Permanen 

Ketinggian: 2 lantai 

Kepemilikan: perorangan 

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 

Indeks Terintegrasi (It): 0 x 1,245 x 1 = 0 

 

3. Fungsi Usaha 

Fungsi 
Indeks 

Fungsi 
bp x Ip Klasifikasi dan Parameter 

Restoran 0,7 

0,3 x 1,00       = 0,30 

0,20 x 2,00  = 0,40 

0,50 x 1 = 0,50 

∑ (bp x Ip)    1,2 

Kompleksitas: sederhana 

Permanensi: Permanen 

Ketinggian: 1 lantai 

Kepemilikan: perorangan 

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 

Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1,2 x 1 = 0,84 

 

 

B. Contoh Perhitungan Retribusi PBG dengan Studi Kasus 

 

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Dairi 

 Data Bangunan 

Fungsi : Hunian 

Luas Bangunan (Lit) : 36 m2 

Ketinggian : 1 lantai 

Lokasi : Kabupaten Dairi 

Kepemilikan : pribadi 

SHST BG Sederhana : Rp. 5.170.000,- 

Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5% 

 

 Cara perhitungan Retribusi PBG:  

 

Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi 

(It) x Indeks BG Terbangun 

 

36 x (0,5% x Rp5.170.000,00) x 0,18 x 1 = Rp167.508,00 
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2. Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Dairi. 
 

 Data Bangunan 

Fungsi : Usaha 

Luas Bangunan (LIt) : 200 m2  

Ketinggian :1 lantai 

Lokasi : Kabupaten Dairi 

Kepemilikan : pribadi 

SHST BG Sederhana : Rp5,170.000,00 

Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5% 

 

Cara perhitungan Retribusi PBG: 

 

Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x indeks Terintegrasi 

(It) x Indeks BG Terbangun 

200 x (0,5% x Rp5.170.000,00) x 0,84 x 1 = Rp4.342.800,00 
 

 

II. Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung 

 

 Rumus perhitungan retribusi prasarana BG = 

 

 
 

Keterangan: 

V = Volume 

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung 

Ibg = Indeks BG Terbangun 

HSrpbg = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung 

 

Tabel 5. Besaran Harga satuan Retribusi dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung 

No. Jenis Prasarana Bangunan 

Harga 

Satuan 

Retribusi 

(Rp.) 

Satuan 

PB RB RS 

Indeks Indeks Indeks 

1. Konstruksi 

pembatas/penahan/ 

pengaman 

Pagar 3.500 m1 1,00 0,65x50% 0,45x50% 

Tanggul/ 

retaining wall 

3.500 m1 1,00 0,65x50% 0,45x50% 

Turap batas 

kaveling/persil 

3.500 m1 1,00 0,65x50% 0,45x50% 

2. Konstruksi penanda 

masuk lokasi 

Gapura 4.500 m2 1,00 0,65x50% 0,45x50% 

Gerbang 4.500 m2 1,00 0,65x50% 0,45x50% 

3. Konstruksi perkerasan Jalan 2.500 m2 1,00 0,65x50% 0,45x50% 

Lapangan 

upacara 

2.000 m2 1,00 0,65x50% 0,45x50% 

Lapangan  

 

2.000 m2 1,00 0,65x50% 0,45x50% 

 

V x I x lbg x HSrpbg 
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olahraga 

terbuka 

4. Konstruksi perkerasan 

aspal, beton 

 3.000 m2 1,00 0,65x50% 0,45x50% 

5. Konstruksi perkerasan 

grassblock 

 1.500 m2 1,00 0,65x50% 0,45x50% 

6. Konstruksi penghubung Jembatan 5.000 m2 1,00 0,65x50% 0,45x50% 

Box culvert 5.000 m2 1,00 0,65x50% 0,45x50% 

7. Konstruksi penghubung 

(jembatan antar gedung) 

 10.000 m2 1,00 0,65x50% 0,45x50% 

8. Konstruksi penghubung 

(jembatan 

penyeberangan 

orang/barang) 

 10.000 m2 1,00 0,65x50% 0,45x50% 

9. Konstruksi penghubung 

(jembatan bawah 

tanah/ underpass) 

 10.000 m2 1,00 0,65x50% 0,45x50% 

10. Konstruksi kolam/ 

reservoir bawah tanah 

Kolam renang 5.000 m2 1,00 0,65x50% 0,45x50% 

  Kolam 

pengolahan air 

reservoir di 

bawah 

tanah 

5.000 m2 1,00 0,65x50% 0,45x50% 

11. Konstruksi septic tank, 

sumur resapan 

 2.000 m2 1,00 0,65x50% 0,45x50% 

12. Konstruksi menara Menara reservoir 

Cerobong 

15.000 

25.000 

Per 5 m2 1,00 0,65x50% 0,45x50% 

13. Konstruksi menara air  15.000 Per 5 m2 1,00 0,65x50% 0,45x50% 

14. Konstruksi monumen Tugu 45.000 unit 1,00 0,65x50% 0,45x50% 

Patung 45.000 unit 1,00 0,65x50% 0,45x50% 

Di dalam persil 45.000 unit 1,00 0,65x50% 0,45x50% 

Di luar persil 45.000 unit 1,00 0,65x50% 0,45x50% 

15. Konstruksi instalasi/ 

gardu 

listrik 

Instalasi listrik 50.000 unit (luas 

maksimum 

10 m2, 

selebihnya 

dikenakan 

biaya 

tambahan 

per m2) 

1,00 0,65x50% 0,45x50% 

Instalasi 

telepon/komuni-

kasi 

50.000 1,00 0,65x50% 0,45x50% 

Instalasi 

pengolahan 

50.000 1,00 0,65x50% 0,45x50% 

16. Konstruksi reklame / 

papan 

nama 

Billboard papan 

iklan 

100.000 unit 1,00 0,65x50% 0,45x50% 

Papan nama 

(berdiri sendiri 

atau berupa 

tembok pagar) 

75.000 unit 1,00 0,65x50% 0,45x50% 

17. Fondasi mesin (diluar 

bangunan) 

 2.500 Unit mesin 1,00 0,65x50% 0,45x50% 

18. Konstruksi menara 

televisi 

 100.000 Unit (tinggi 

maksimal 

100 m, 

1,00 0,65x50% 0,45x50% 
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selebihnya 

dihitung 

kelipatannya) 

19. Konstruksi antena radio       

Standing tower dengan 

konstruksi 3-4 kaki: 

Ketinggian          

25-50 m 

3.000.000 unit 1,00 0,65x50% 0,45x50% 

Ketinggian            

51-75 m 

3.500.000 unit 1,00 0,65x50% 0,45x50% 

Ketinggian         

76-100 m 

4.500.000 unit 1,00 0,65x50% 0,45x50% 

Ketinggian          

101-125 m 

5.000.000 unit 1,00 0,65x50% 0,45x50% 

Ketinggian         

126-150 m 

5.500.000 unit 1,00 0,65x50% 0,45x50% 

Ketinggian diatas 

150 m 

6.000.000 unit 1,00 0,65x50% 0,45x50% 

Sistem guy wire/ 

bentang kawat: 

Ketinggian          

0-50 m 

2.500.000 unit 1,00 0,65x50% 0,45x50% 

Ketinggian             

51-75m 

3.000.000 unit 1,00 0,65x50% 0,45x50% 

Ketinggian          

76-100 m 

3.500.000 unit 1,00 0,65x50% 0,45x50% 

Ketinggian diatas 

100 m 

4.000.000 unit 1,00 0,65x50% 0,45x50% 

20. Konstruksi antena 

(tower 

telekomunikasi) 

Menara bersama      

  Ketinggian 

kurang dari 25 m 

5.000.000 unit 1,00 0,65x50% 0,45x50% 

  Ketinggian          

25-50 m 

7.500.000 unit 1,00 0,65x50% 0,45x50% 

  Ketinggian diatas 

50 m 

10.000.000 unit 1,00 0,65x50% 0,45x50% 

  Menara mandiri      

  Ketinggian 

kurang dari 25 m 

5.000.000 unit 1,00 0,65x50% 0,45x50% 

  Ketinggian        

25-50 m 

7.500.000 unit 1,00 0,65x50% 0,45x50% 

  Ketinggian diatas 

50 m 

10.000.000 unit 1,00 0,65x50% 0,45x50% 

21. Tangki tanam bahan 

bakar 

 200.000 unit 1,00 0,65x50% 0,45x50% 

22. Pekerjaan drainase 

(dalam persil) 

Saluran 2.000 m1 1,00 0,65x50% 0,45x50% 

Kolam tampung 3.000 m2 1,00 0,65x50% 0,45x50% 

23. Konstruksi 

penyimpanan/silo 

 5.000 m3 1,00 0,65x50% 0,45x50% 
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III. Retribusi Layanan lainnya 

Tabel 6. Retribusi Layanan Lainnya 

Jenis Layanan Satuan Harga per satuan 

Pencetakan PBG ulang 

(karena hilang) 

Unit 10% x Retribusi PBG 

Pencetakan SLF ulang 

(karena hilang) 

Unit 10% x Retribusi PBG 

Pemeriksaan RTB Unit 20% x Retribusi PBG 

 

 

BUPATI DAIRI, 
 

              ttd. 

 

      EDDY KELENG ATE BERUTU 
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LAMPIRAN X 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI 

NOMOR 
TENTANG 

: 
: 

1 TAHUN 2024 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 
DAERAH 

 

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA PERIZINAN 

TERTENTU ATAS PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING 

 

Tarif Retribusi PTKA ditetapkan sebesar US$ 100 (seratus dolar Amerika 

Serikat)/jabatan/orang/bulan untuk setiap TKA yang dibayarkan dengan 

Rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat diterbitkannya SKRD 

dan dibayarkan dimuka. 

 

BUPATI DAIRI, 
 

              ttd. 

 

      EDDY KELENG ATE BERUTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




